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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT.
atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan
Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pada Pemilihan Umum

Tahun 2024 ini dengan baik dan lancar.

Laporan ini berisi tentang pengawasan dan kendala-kendala apa saja
yang terjadi pada tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual
Dukungan Minimal Permilih Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) Peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah kami
susun disertai dengan problematika yang terjadi. Selain sebagai bentuk
pemenuhan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, laporan
akhir ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas

kinerja kami.

Namun kami menyadari laporan ini jauh dari sempurna, oleh karena
itu dengan segala kerendahan hati kami mohon diberikan saran dan kritik
yang membangun demi perbaikan. Kami juga mengucapkan banyak terima
kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam

penyusunan laporan akhir ini.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
KETUA,

M. KILAT ADINUGROHO SAIFULAH, S.Kom



SAMBUTAN PENANGGUNGJAWAB TIM FASILITASI

Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT atas
limpahan rahmat dan hidayah-Nya, terutama nikmat iman dan Islam.
Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabat beliau serta semua
pengikutnya yang selalu setia dan yang utama kami ucapkan syukur atas
terselesaikannya  “Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan
Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024".

Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggung-jawaban terhadap
amanah undang — undang nomor 7 tahun 2017 dan sebagai bentuk laporan
dari hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten
Magetan pada tahapan Administrasi dan Verifikasi Faktual Pencalonan
Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa
Timur Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilaporkan secara berjenjang.

Dalam penyusunan laporan akhir pengawasan ini, tentu tidak
terlepas dari pengarahan dan bimbingan berbagai pihak. Maka penulis
ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu. Pihak-pihak yang terkait itu di antaranya sebagai berikut:

1. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas arahanya.

2. Ketua dan seluruh Tim Fasilitasi Pencalonan Perseorangan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur Peserta
Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Jawa Timur atas bimbingannya.

3. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan yang sudah
memberikan banyak sumbangsih pemikiran dan masukkan.

4. Kepala Seketariat dan Jajaran Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten
Magetan.

5. Ketua dan seluruh Tim Fasilitasi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi
Faktual Dukungan Minimal Permilih Pencalonan Perseorangan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD Peserta Pemilu Tahun
2024 Bawaslu Kabupaten Magetan.



6. Keluarga, Sahabat, serta teman-teman kami yang senantiasa
membersamai dan memberikan semangat.

Karena kebaikan semua pihak yang telah kami sebutkan tadi, maka
kami bisa menyelesaikan laporan akhir pengawasan ini dengan sebaik-
baiknya. Kami menyadari bahwa laporan akhir pengawasan ini masih jauh
dari kesempurnaan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan semoga

laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD,

MOH. RAMZI, S.Pd



ABSTRAK

Badan Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten/Kota
mendapat tugas, wewenang,dan kewajiban dalam melakukan pengawasan
penyelenggaraan tahapan Pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di antara tahapan yang menjaditugas
pengawasan Bawaslu adalah pendaftaran, verifikasi administrasi, dan
verifikasi faktual. Dan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2022 mengatur
tentang Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Pemilu 2024

Bawaslu Kabupaten Magetan dalam melakukan pengawasan
Tahapan Verifikasi Administrasi dan verifikasi Faktual selain melakukan
pengawasan langsung ke kantor KPU Kabupaten Magetan, kami juga
melakukan pengawasan melalui SILON dan Verifikasi Faktual oleh Bawaslu

Ad Hoc tingkat Kecamatan dan Desa.

Bawaslu Kabupaten Magetan juga menggunakan AKP dan Form A
yang sudah tercantum dalam SE Bawaslu nomor 3 tahun 2023 tentang
pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta penetapan
pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota

dewan perwakilan daerah pada pemilihan umum tahun 2024
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BAB |
PENDAHULUAN

BAB | PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum

Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa pemilihan
Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya Pasal 97 huruf b angka
4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
mengatur bahwa Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan
tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas
penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi.
Kemudian menurut Pasal 261 ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan
verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota
DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Secara geografis, Kabupaten Magetan terletak di Provinsi Jawa
Timur bagian barat. Kabupaten ini berada persis di wilayah perbatasan
dengan Provinsi Jawa Tengah. Dimana berbatasan langsung di sebelah
barat dengan Kabupaten Karanganyar dan di sebelah selatan dengan
Kabupaten Wonogiri, keduanya masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, di sebelah timur
berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Sedangkan di

sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo.



d"’m —

PROV.JAWA TENGAH *ﬂ “
st

KAB. WONOGIRI

PROV. JAWA TENGAH
KAB. PONOROGO

Gambar 1. 1 Peta dan Batas Wilayah Kabupaten Magetan

Pada perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat,
terdapat Gunung Lawu (3.265 m dpl). Hal ini yang membuat sebagian
wilayah Magetan merupakan daerah pegunungan. Di antara
pegunungan tersebut terdapat Telaga Sarangan (1.000 m dpl), yang
merupakan obyek wisata terkenal di wilayah Provinsi Jawa Timur bagian
barat. Seperti pada umumnya daerah pegunungan yang lain, selain
menjadi tempat wisata, kondisi dan keadaan tanah dijadikan lahan
pertanian dan perkebunan untuk masyarakat sekitar. Secara umum, baik
yang berada di daerah pegunungan maupun yang terletak di dataran
rendah, masyarakat Magetan mengandalkan pertanian dan perkebunan
sebagai salah satu sumber penghasilannya.

Selain banyak tempat wisata di daerah pegunungan, Magetan
terkenal dengan industri kerajinan kulitnya, yang diolah menjadi tas, alas
kaki, dompet, dan sebagainya. Hal ini karena terdapat salah satu pabrik
besar yang mengolah bahan baku kulit menjadi barang siap jadi. Selain
itu, ada khas daerah Magetan yang lainnya seperti kerajinan anyaman
bambu, jeruk pamelo (jeruk bali), industri kerupuk, dan sebagainya.

Kabupaten Magetan dilintasi oleh jalan raya utama Surabaya—
Madiun—Yogyakarta dan jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa,
dengan Stasiun Magetan sebagai tempat pemberhentiannya. Terdapat
juga salah satu pangkalan utama Angkatan Udara Republik Indonesia di



Jawa Timur yaitu Bandar Udara Iswahjudi, yang terletak di Kecamatan
Maospati.

Populasi jumlah penduduk Kabupaten Magetan sebanyak
695.366.000 jiwa (tahun 2019). Pada tahun 2024, jumlah penduduk yang
mempunyai hak pilih atau yang sah sebagai daftar pemilih tetap (DPT)
sebanyak 538.877 jiwa.

Pasca ditetapkan tanggal 2 Desember tahun 2022 yang berisi
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2022 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan
Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Daerah, maka proses pencalonan perseorangan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) telah dimulai. Peraturan Komisi ini mengatur tentang
persyaratan dukungan minimal pemilih, persyaratan calon anggota
Dewan Perwakilan Daerah, penyerahan dukungan minimal pemilih,
pendaftaran persyaratan calon, dan penetapan daftar calon sementara
dan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Secara garis besar, proses pengawasan yang dilakukan oleh
Bawaslu Kabupaten Magetan ada dua. Pertama pengawasan secara
langsung dan Kedua secara tidak langsung. Dalam proses pengawasan
ini Bawaslu Kabupaten Magetan baik tingkat Kabupaten dan Jajara Ad-
hoc ditinggat Kecamatan dan Kelurahan atau Desa mengdepankan
pencegahan dan senantiasa memaksimalkan bentuk — bentuk koordiansi
dengan penyelenggara teknis dan stake holder terkait. Hal ini tentunya
dalam rangka menunjang tugas — tugas pengawasan agar lebih
maksimal dan sumber data yang diperoleh dapat dipertanggung
jawabkan.

Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) memiliki peranan penting dalam mengawasi jalannya
tahapan agar tepat prosedur, tepat waktu, tepat data sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pengawasan

Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah



pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Magetan tidak
hanya memetakan dan mengidentifikasi kerawanan, namun juga
melakukan pengawasan langsung dan melekat pada setiap jadwal
verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota Dewan
Perwakilan Daerah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magetan mulai
30 Desember 2022 sampai dengan 12 Januari 2023, Pengawasan juga
dilakukan lewat akun Sistem Pencalonan (Silon) yang diberikan oleh
KPU.
1. Tahapan dan Jadwal
Proses pendaftaran bakal calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024
dibuka pada tanggal 1 (satu) bulan Mei tahun 2023. Pendaftaran
dilakukan melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
Provinsi dan berlangsung sampai hari Minggu tanggal 14 (empat
belas) bulan mei tahun 2023. Dalam proses pendaftaran itu
terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi bakal calon
anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Ketentuan itu tercantum dalam Surat Pengumuman Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:18/PL.01.4-
PU/05/2023 tentang Pendaftaran Calon Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024. Waktu
Pendaftaran Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari
dengan yang berlangsung dari Senin tanggal 1 (satu) bulan Mei
sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 (tiga belas) bulan Mei
tahun 2023 dengan ketentuan waktu pendafatran pada Pukul
08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat. Sedangkan
waktu berakhirnya pada hari Minggu, tanggal 14 (empat belas)
bulan Mei tahun 2023 dengan ketentuan waktu pukul 08.00
sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat. Untuk tempat
Pendaftaran berlangsung di Kantor KPU Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan (KIP) Aceh di seluruh Indonesia.

a) Ketentuan pendaftaran dan persyaratan



1)

2)

3)

Pendaftaran diikuti oleh bakal calon Anggota DPD yang

dinyatakan telah memenuhi syarat jumlah dukungan

Pemilih dan sebaran melalui Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum mengenai penetapan bakal calon

Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang memenuhi

persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran

dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD

mengunggah naskah asli bentuk digital dokumen

pendaftaran pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon)
sejak pengumuman pendaftaran calon sampai dengan
berakhirnya masa pendaftaran;

Bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD

harus memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21
(dua puluh satu) tahun atau lebih;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam
bahasa Indonesia;

e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah
menengah atas, madrasah aliyah, sekolah
menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau
sekolah lain yang sederajat;

f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka
Tunggal Ika;

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak



pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana
yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak
pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan
yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam
hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai
pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang
sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah
melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan
terpidana selesai menjalani pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur
atau terbuka mengumumkan mengenai latar
belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan
bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-
ulang;

. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari
penyalahgunaan narkotika;

terdaftar sebagai Pemilih;

bersedia bekerja penuh waktu;

. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil
kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa,
Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil
negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia,
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan
pada badan usaha milik negara dan/atau badan
usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik
desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber
dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan
surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik

kembali;



|. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan
publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta
tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan
penyedia barang dan jasa yang berhubungan
dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang
dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan
tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai
pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan
pengawas dan karyawan pada badan usaha milik
negara dan/atau badan usaha milik daerah serta
badan lain yang anggarannya bersumber dari
keuangan negara;

n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;

0. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan;
dan

p. mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah

pemilihan yang bersangkutan.

Selain persyaratan sebagaimana di atas untuk dapat
menjadi peserta Pemilu anggota DPD, perseorangan
harus memenuhi syarat bukan pengurus partai politik
tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai
dengan struktur organisasi partai politik; dan
mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu,
PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia

pengawas Pemilu luar negeri.

b) Dokumen pendaftaran



Setiap bakal calon anggota DPD dalam Pemilu 2024
diwajibkan menyerahkan sejumlah dokumen pendaftaran,
yaitu:

1) Bakal calon Anggota DPD menyerahkan dokumen
fisik sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai berikut:

a) Surat Pendaftaran (Model
B.PENDAFTARAN.DPD);

b) Surat Pernyataan Pendaftaran (Model
BB.PERNYATAAN.DPD);

2) Dokumen persyaratan lainnya diserahkan dalam
bentuk naskah asli bentuk digital melalui aplikasi
Sistem Informasi Pencalonan (Silon);

3) Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi
helpdesk pencalonan di KPU Provinsi/KIP Aceh serta
dapat mengakses infopemilu.kpu.go.id.

c) Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih

Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon
Anggota DPD Pemilu 2024 merupakan bagian dari
Tahapan Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota
DPD Tahun 2024. Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih
Bakal Calon Anggota DPD mulai dibuka pada 16 sampai
dengan 29 Desember 2022 dan untuk penyampaian
dukungan minimal pemilih dilakukan melalui Sistem
Informasi Pencalonan (Silon). Sedangkan jumlah
dukungan pemilih yang disyaratkan untuk dapat
mendaftar sebagai Calon Perseorangan Pemilu Anggota
DPD Tahun 2024 di Jawa Timur dengan penduduk di atas
20 juta, maka dukungan yang diserahkam minimal lima
ribu dukungan pemilih yang tersebar di 19
Kabupaten/Kota.

Pada pencalonan DPD pada tahapan penyerahan

dukungan minimal pemilih, Komisi Pemilihan Umum



(KPU) Jatim menetapkan 21 bakal calon anggota DPD RI
dari daerah Jawa Timu pada Pemilihan Umum 2024 yang
memenuhi syarat minimal dukungan, jumlah tersebut
terseleksi dari jumlah pendaftar sebanyak 31 orang
hingga waktu akhir masa pendaftaran pada 29 Desember
2022. Dari 21 Bakal calon tersebut selanjutnya akan
dilakukan Verifikasi administrasi untuk dilakukan
penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran
dokumen syarat dukungan dan dokumen bacalon sebagai
pemenuhan persyaratan calon DPD menjadi peserta
Pemilu anggota DPD. Berikut nama bakal calon anggota
DPD yang memenuhi syarat dukungan minimal 5.000
suara:

1. Aisyah Aleena Maheswari Novinda

La Nyalla Mahmud Mattalitti

Ahmad Nawardi

Abdul Qadir Amir Hartono

Adilla Azis

Agus Rahardjo

Ayub Khan

Bambang Harianto

Catur Rudi Utanto

10. Doddy Dwi Nugroho

11. Emilia Contessa

12. Erlytha Dwi A Siregar

13. Evi Zainal Abidin

14.Khoirul Arif Rohman

© © N o g &> w DN

15. Kondang Kusumaning Ayu
16. Kunjung wahyudi

17.Lia Istifhama
18.Mohammad Trijanto

19. Narto SK Dentopuro



20. Siti Rafika Hardhiansari
d) Verifikasi Administrasi

Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap
kelengkapan dan kebenaran dokumen syarat dukungan
dan dokumen bakal calon sebagai pemenuhan
persyaratan calon perseorangan menjadi peserta Pemilu
anggota DPD. Pada tahapan verifikasi awal, ada 14
(empat belas) bakal calon anggota DPD yang dukungan
minimalnya tersebar di kabupaten Magetan. Pada
tahapan verifikasi administrasi ini secara garis besar
terbagi menjadi 3 (tiga), pertama verifikasi administrasi
awal, kedua perbaikan verifikasi administrasi kesatu, dan
ketiga  perbaikan verifikasi administrasi  kedua.
Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten
Magetan pada sub tahapan tersebut adalah secara
langsung atau melekat dan pengawasan tidak langsung,
pengawasan secara langsung kami lakukan dengan
melekat kepada verifikator KPU Kabupaten Magetan pada
saat melakukan verifikasi administrasi dengan metode
sampling hal ini harus kami lakukan karena keterbatasan
jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Kabupaten
Magetan, random sampling yang kami lakukan tentunya
berdasarkan data yang kami miliki dari SILON. Pengawas
secara melekat memperhatikan layar SILON yang sedang
digunakan oleh verifikator dan pengawas langsung
melakukan konfirmasi dan saran perbaikan secara
langsung jika ditemukan atau terjadi proses verifikasi yang
tidak sesuai dengan PKPU 10 Tahun 2022. Hal ini juga
merupakan Langkah pencegahan untuk meminimalisir

kesalahan oleh verifikator.



Gambar 1. 2 Pengawasan Verifikasi Administrasi

Kedua pengawasan verifikasi administrasi tidak
langsung, pengawasan ini dilakukan dengan mencermati,
mengumpulkan, dan menganalisa data yang terdapat
pada SILON. Hasil dari pencermatan, pengumpulan, dan
Analisa ini menjadi sumber data untuk pada saat
pengawasan melekat. Dari data yang bersumber dari
SILON tersebut juga sudah dapat di temukan beberapa
potensi kegandaan Nomor Induk Kependududkan dan
Nama dukungan. Artinya dalam tahapan ini menjadi
informasi awal terkait data dukungan yang berpotensi
Tidak Memenuhi Syarat.

Pada pengawasan secara tidak langsung ini, banyak
ditemukan kendala pada SILON. Beberapa kendala yang
dialami diantaranya adalah sering terjadinya ganguan
jaringan yang menyebabkan SILON tidak dapat diakses.
Verifikasi Faktual

Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan
terhadap kebenaran dokumen persyaratan dukungan

dengan objek di lapangan sebagai persyaratan



pemenuhan syarat dukungan bakal anggota DPD.
Tahapan verifikasi faktual pada pencalonan DPD tahun
2024 ada 2 (dua), verifikasi faktual kesatu dan verifikasi
faktual kedua. Pada verifikasi faktual kesatu dan kedua,
pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten
Magetan adalah pengawasan melekat dengan melibatkan
jajaran pengawas adhoc dari tingkat kecamatan yaitu
Panwaslu Kecamatan (Panawaslucam) dan tingkat desa

atau pengawas kelurahan atau desa (PKD).
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Gambar 1. 3 Pengawasan Verifikasi Faktual



Gambar 1. 5 Pengawasan Verifikasi Faktual

Pengawasan dilakukan dengan cara melekat kepada
petugas verifiaksi faktual (verfak) secara door to door,
pengawas memastikan proses dan tata cara yang
dilakukan petugas verfak sudah sesuai dengan peraturan
KPU. Dalam proses ini pengawas juga
mendokumentasikan setiap kegiatan dan menuangkan
dalam Form A. Selain itu, pengawas juga diwajibkan untuk
mengisi alat kerja pengawasan (AKP) sebagai alat kontrol

dan untuk memudahkan rekapitulasi hasil dari



pengawasan tersebut serta serta sebagai panduan
pengawas Iapangan.
JADWAL
NO PROGRAM/KEGIATAN
JADWAL AKHIR
1 Penyerahan Dukungan Minimal
* | Pemilih
Persiapan penyerahan Selasa, Kamis,
a. duk
S il 6 Desember 2022 29 Desember 2022
Penyerahan dukungan Jumat, Kamis,
b. inimal
Eler::]rln“z 16 Desember 2022 29 Desember 2022
Jumat, Kamis,
C. Verifikasi Administrasi uma am|§
30 Desember 2022 12 Januari 2023
Perbaikan dan Senin, Minggu,
d penyerahan dukungan
" | minimal Pemilih perbaikan 16 Januari 2023 22 Januari 2023
kesatu
Verifikasi Administrasi Senin, Rabu,
e Eg;g‘;:ka” 23 Januari 2023 1 Februari 2023
e Senin, Minggu,
f. Verifikasi Faktual kesatu . .
6 Februari 2023 26 Februari 2023
Perbaikan dan Kamis, Sabtu,
Penyerahan
g dukungan minimal Pemilih 2 Maret 2023 11 Maret 2023
perbaikan kedua
Verifikasi Administrasi Minggu, Selasa,
h. erbaikan
s 12 Maret 2023 21 Maret 2023
. L Minggu, Sabtu,
. Verifikasi Faktual ked
' erfikast Farduatiedua 26 Maret 2023 8 April 2023
Penetapan Pemenuhan Kamis, Senin,
Syarat
j- Dukungan Minimal . .
Pemilih dan 13 April 2023 17 April 2023
Sebaran
2. | Pendaftaran Persyaratan Calon
Senin, Minggu,
a. | Pendaftaran 1 Mei 2023 14 Mei 2023
Verifikasi Administrasi Senin, Kamis,
b.
Ezlfr):aratan 15 Mei 2023 13 Juli 2023
Penyerahan perbaikan Minggu, Sabtu,
C. t . .
oy raan 16 Juli 2023 29 Juli 2023
Verifikasi Administrasi Minggu, Senin,
d. erbaikan persyaratan .
(F:)alon persy 30 Juli 2023 28 Agustus 2023
Penyusunan dan penetapan
3. | DCS
Anggota DPD
Penyusunan dan Selasa, Senin,
a.
Penetapan DCS 29 Agustus 2023 11 September 2023

Anggota DPD




b Pengumuman DCS Selasa, Sabtu,

' Anggota DPD 12 September 2023 16 September 2023
Masukan dan tanggapan Selasa, Kamis,
masyarakat atas DCS

¢ | Anggota 12 September 2023 21 September 2023
DPD

d Klarifikasi atas Jumat, Rabu,
masukan dan 22 September 2023 1 November 2023

Penyusunan dan Penetapan

DCT

Anggota DPD

Penyusunan DCT Anggota
DPD

Kamis, 2 November 2023

Jumat, 24 November
2023

Penetapan DCT Anggota
DPD

Sabtu, 25 November 2023

Sabtu, 25 November

2023

Tabel 1. 1 Jadwal Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota DPD

2. Strategi Pengawasan

Untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan pengawasan

pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota

DPD Bawaslu

Kabupaten Magetan membuat strategi

pengawasan sebagai berikut:

a.

Melakukan pembentukan tim pengawasan untuk melakukan
pengawasan;

Melakukan pengawasan secara langsung;

Membawa ID Pengawas dan/atau Surat Tugas pada saat
melakukan Pengawasan;

Membawa dan Menuangkan setiap hasil pengawasan ke
dalam Formulir Model A (Form-A) yang terdapat dalam
lampiran Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada saat
melakukan kegiatan pengawasan;

Membuat dan membawa alat kerja serta dokumen lain yang

dibutuhkan pada saat pengawasan dilakukan;




f. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Magetan
secara intensif, berkala, atau sesuai keperluan pengawasan;

g. Melakukan pengamatan dan pencermatan serta penilaian
dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017, Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan
KPU Nomor 10 Tahun 2022 serta aturan lain yang berlaku;

h. Mengutamakan upaya pencegahan dengan menerbitkan
saran perbaikan secara tertulis bila petugas tidak profesional
dan/atau melanggar ketentuan dalam peraturan yang
berlaku;

i. Melakukan uji sampling terhadap data pemilih pendukung;

j.  Melakukan audit terhadap dokumen persyaratan bakal
calon;

k. Menerima dan mencermati serta melakukan anliasa dan
pengumpulan data Akses Silon yang diperoleh dari KPU
Kabupaten Magetan;

l.  Mewajibkan mengisi Formulir Model-A (Form-A) serta alat
kerja berdasarkan hasil pengamatan, pencermatan dan
penilaian terhadap data maupun dokumen, wawancara
kepada KPU Kabupaten Magetan maupun kepada petugas
penghubung bakal calon anggota DPD pada saat melakukan
kegiatan pengawasan; dan

m. Melaporkan hasil pengawasan (Form-A) beserta alat kerja
yang telah diisi pada hari yang sama pada pelaksanaan
pengawasan secara berjenjang.

3. Pengawasan Tidak Langsung
Pengawasan tidak langsung adalah bentuk kegiatan yang
dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan dan jajarannya
untuk melakukan Pencermatan dan Analisis Data data dukungan
pencalonan perseorangan Dewan Perwakilan Daerah melalui

Aplikasi Calon (SILON) untuk tingkat Kabupaten Kota dan Alat

Kerja Pengawasan (AKP) untuk tingkak Kecamatan.



Pengawasan tidak langsung ini juga menjadi basis data
pada saat nanti melakukan pengawasan melekat atau langsung.
Setelah data yang diperoleh melalui SILON, data tersebut akan
di masukkan dalam Alat Kerja Pengawasan (AKP) dan dilakukan
pencermatan serta Analisa untuk nantinya jika ada data yang
tidak sesuai atau ada dugaan kejanggalan akan dikoordinasikan
dengan KPU Kabupaten Magetan dalam bentuk surat resmi.
Data ini nantinya juga dipergunakan untuk pengawasan
langsung pada tahapan verifikasi faktual dukungan pencalonan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah kegiatan pengawawasn
yang secara melekat dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten
Magetan diseluruh tahapan teknis yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten Magetan. Pengawasan langsung ini dilakukan pada
sub tahapan pencalonan Deawan Perwakilan Daerah (DPD)
dalam rangka memastikan proses yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan peraturan perundang
— undangan yang berlaku.

Kegiatan pengawasan melekat ini dilakukan pada tahapan
verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan Bakal
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sebaran

dukungannya ada di wilayah Kabupaten Magetan.



Gambar 1. 6 Pengawasan Verifikasi Perbaikan Pertama

Dalam proses verifikasi administrasi, tentunya akan muncul
potensi pelanggaran administrasi, serta potensi pelanggaran sengketa
proses pemilu. Sebagai upaya pencegahan, Bawaslu Kabupaten
Magetan aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten
Magetan, untuk persiapan pengawasan verifikasi administrasi.
Menindaklanjuti adanya Surat Edaran Bawaslu Rl Nomor 37 Tahun 2022
tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Magetan mengeluarkan
Surat Keputusan (SK) Nomor: 088/HK.01.01/K.JI-13/12/2022 tentang
Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam SK tersebut menetapkan Ketua, Anggota, Koordinator
Sekretariat, serta Staf Pelaksana Teknis di Lingkungan Bawaslu
Kabupaten Magetan sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan
Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota
Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan

susunan sebagai berikut :



Lampiran
Nomor 008 MHK.O1 .01 -1 122022
Tangoal 20 Desember 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
PROVINSIMABUPATEN/KOTA

No Nama Jabatan Dalam Tim
I Koordinator dan Pengarah
1 | Hendrad Subyakio Ketua Bawash Kabupalen Magetan | Koordinator
2 | Muries Subtyarorn Angoota Bawasiu Kabupaten Pengarah
Magetan
3 | Abdul Aziz Nurll Huda Anggota Bawashs Kabupaten Pengarah
Magetan
4 | Rachmat Efendl Anggota Bawasiu Kabupaten Pengarah
Mapetan
" Penanggung Jawab
3 Anf Purnomo | Anggola Basasiu Kabupaten Penangourg
Magetan Jamab
mn Sekretarias Pengarah
0 | Agung Sudaryamo IKo:vr:lnnl:v Sekretariat Bawask Seiretars
Kabupalen Magestan Pengarah
v Ketua dan Wakdl Ketua
7 Bayu Dw! iraman Beardahara Perngeliaran Pembantu Ketua
8 | Joko Susso Pengeloia Keuangan Wakdl Ketua
v las dan Wakil s
9 |Bangkf Anvnad Yani PP, | Staf Baglan Hukum Seiretans
10 | Guntur Romadhan S Baglan PS Waui Sekretans
vi Anggota
11 | Yuda Wahara S Baglan PPH Anggota
12 | Shoim Asron S Baglan SOMO dan Dikiat Angoota
13 | Missatri Romachona Staf Baglan PP Anggota
14 | Rana Pursaningtyas St Baglan SDMO dan Diiat Anggota
19 | Nur Alsytyah S Bagian PPH Anggota
10 | winda Fitnt Winart) S5 Bagilan SOMO dan Didat Anggota
17 | EN Umaya S Baglan SOMO dan Dikiat Anggota

Tabel 1. 2 Susunan Tim Fasilitasi Tahapan Pencalonan DPD

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Magetan di Kantor KPU
Kabupaten Magetan dimulai pada tanggal 30 Desember 2022 s.d 12
Janurai 2023. SILON KPU beberapa kali mangalami gangguan dan
maintenance selama beberapa hari, dan terdapat penyempurnaan fitur
dalam SILON. hal ini, membuat KPU menerbitkan Keputusan KPU
nomor 12 Tahun 2023 tentang penambahan waktu tahapan verifikasi
administrasi dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan
Anggota Dewan Perwakilan.

Beririsan dengan pengawasan verifikasi administrasi dukungan
bakal calon, Bawaslu Kabupaten Magetan juga membuka Posko Aduan
Masyarakat (PAM) sejak 6 Januari 2023. Dalam hal ini, Bawaslu
Kabupaten Magetan terlebih dahulu memastikan seluruh jajarannya

mengecek apakah menjadi pendukung bakal calon dalam Silon melalui



https://infopemilu.kpu.go.id/Cari_nik. Hasilnya tidak terdapat komisioner

maupun staf yang Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya termasuk ke

dalam SILON. Hingga laporan ini ditulis aduan langsung masyarakat

yang datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Magetan, di Jalan Letjend

Sutoyo Nomor 31, Kelurahan Sukowinangun Kabupaten Magetan,

maupun aduan melalui Online masih belum ada.

B. Tujuan Laporan

Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur Peserta Pemilu Tahun

2024 di Kabupaten Magetan ini disusun dengan tujuan antara lain

sebagai berikut:

1.

Sebagai Pemenuhan Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2022
pasal 20 ayat (2) dan (5) terkait laporan Periodik yang
disampaikan secara berkala pada setiap tahapan dan

disampaikan secara berjenjang sesuai tingkatannya;

. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tindak lanjut Surat

Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2022
Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Sebagai Pertanggung Jawaban Bawaslu Kabupaten Magetan
kepada Publik atas pelaksanaan tugas pengawasan;

Sebagai bahan dasar pelaksanaan analisis dan evaluasi
Pengawasan Pencaloanan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Sub Tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual pada
Pemilu Tahun 2024;

Sebagai Indikator kinerja Pengawasan Pencaloanan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) Sub Tahapan Verifikasi Administrasi
dan Verifikasi Faktual pada Pemilu Tahun 2024;

Sebagai Dokumentasi dan sumber referensi kredibel bagi

kepentingan riset dan keperluan data lainnya; dan


https://infopemilu.kpu.go.id/Cari_nik

7. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan
tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum di masa yang akan

datang.

C. Landasan Hukum

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan
Sengketa Proses Pemilihan Umum,;

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan
Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2024,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2022 tentang
Pencaloan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Daerah;



8) SE Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan pencalonan
perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan
daerah; dan

9) SE Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengawasan verifikasi administrasi
dan verifikasi factual serta penetapan pada tahapan pencalonan
perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan

daerah pada pemilihan umum tahun 2023.

D. Sistematika Laporan

Penulisan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Magetan mengacu pada intruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang
terdiri dari tiga Bab. Dalam setiap Bab terdiri dari sub-sub Bab.

BAB | berisi tentang Gambaran Umum, Tujuan Laporan,
Landasan Hukum pembuatan laporan dan Sistematika Laporan.

BAB |l berisi tentang pembahasan pelaksanaan pengawasan
Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang didalamnya meliputi :

2.1Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan

Anggota DPD

2.1.1 Verifikasi Administrasi Awal
2.1.1.1Kerawanan & Rencana Pengawasan
2.1.1.2Pencegahan & Pengawasan
2.1.1.3Temuan
2.1.1.4Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi
2.1.2 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu
2.1.2.1Kerawanan & Rencana Pengawasan
2.1.2.2Pencegahan & Pengawasan
2.1.2.3Temuan
2.1.2.4Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi
2.1.3 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua

2.1.3.1Kerawanan & Rencana Pengawasan



2.1.3.2Pencegahan & Pengawasan
2.1.3.3Temuan
2.1.3.4Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

2.2Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi FaktualPencalonan
Anggota DPD

2.2.1 Verifikasi Faktual Kesatu
2.2.1.1Kerawanan & Rencana Pengawasan
2.2.1.2Pencegahan & Pengawasan
2.2.1.3Temuan
2.2.1.4Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi
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BAB Il berisi tentang pembahasan kesimpulan yang berisi

tentang penilaian terhadap penyelenggaraan tahapan berdasarkan hasil

pengawasan dan rekomendasi yang berisi tentang rekomendasi

perbaikan regulasi dan teknis penyelenggaraan pemilu 2024.

Lampiran

1. Surat Edaran/ Intruksi Pengawasan

2. SK Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perseorangan

3. Dokumentasi Pengawasan

Imbauan






BAB Il

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENGAWASAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2.1 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan

Anggota DPD

2.1.1 Verifikasi Administrasi Awal

2.1.1.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

a) Kerawanan

Untuk kerawanan tahapan verifikasi administrasi

melalui Sistem Informasi Pencalonan atau SILON vyaitu:

1. Ketidak sesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis

kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung
pada formulir Lampiran MODEL
F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el
atau KK, dan data pendukung yang diinput ke dalam

Silon;

. Ketidak sesuaian atau tidak adanya tanda tangan, cap

jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir
Lampiran MODEL
F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;

. Tidak adanya keberadaan pendukung dalam daftar

Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih
Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial

Pemilih Pemilu terakhir;

. Ketidaksesuaian antara alamat pendukung dengan

daerah pemilihan;



5. Belum terpenuhinya syarat umur dan pekerjaan
pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK; dan
6. Tidak dilampirkanya surat pernyataan bagi pendukung
dengan umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada
fotokopi KTP-el atau KK tidak memenuhi syarat
pendukung.
b) Rencana Pengawasan
Strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten Magetan dalam mengawasi proses verifikasi
administrasi awal dukungan minimal pemilih bakal calon
anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah dengan
mengedepankan pencegahan terlebih dahulu, bentuk dari
pencegahan ini adalah Bawaslu Kabupaten Magetan telah
mengeluarkan surat imbaun kepada KPU Kabupaten
Magetan untuk senantiasa melakukan proses verifikasi
administrasi dukungan minimal pemilih bakal calon DPD
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
belaku. Setelah disampaikanya Himbauan, pengawasan
melekat juga kami lakukan pada tahapan verifikasi
administrasi dukungan minimal pemilih tersebut, pada
tahap ini tentunya ada beberapa kendala, salah satunya
yaitu jumlah pengawas yang melekat di petugas verifikator
KPU Kabupaten Magetan tidak sebanding, sehingga tidak
semua data dukungan minimal pemilih yang diverifikasi
dapat dilakukan pengawasan. Strategi selanjutnya, kami
memberikan perbaikan secara lisan kepada verifikator jika
terdapat verifikator yang tidak taat prosedur sebagaimana
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
menuangkanya dalam Form A hasil pengawasan.
Disamping itu, koordinasi selain secara formal, kami
juga melakukan secara informal. Hal ini dalam rangka

meminimalisir kesalahan prosedur yang dilakukan oleh



verifikator. Selain itu, koordinasi yang kami lakukan juga
menjadi solusi keterbatasan data dukung yang kami
peroleh dari SILON. Contoh konkritnya adalah terhadap
pada berkas atau data yang didapati ada keraguan, maka
verifikator dan pengawas kami dilapangan melakukan
koordinasi terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil identifikasi kerawanan yang telah
disusun, Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan
beberapa upaya pencegahan, diantaranya:

a) Membuat jadwal pengawasan berdasarkan Program
dan Jadwal Kegiatan Tahapan Verifikasi Awal
Dukungan Minimal Pemilih Pencalonan Perseorangan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan
Umum Tahun 2024,

b) Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan
Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

c) Memaksimalkan data SILON yang aksesnya telah
diterima oleh Bawaslu Kabupaten Magetan;

d) Melakukan pengawasan melekat terhadap tata cara
dan prosedur yang dilakukan oleh verifikator KPU
Kabupaten Magetan dalam penyelenggaraan verifikasi
administrasi terhadap dokumen dukungan minimal
pemilih disetiap tahapan Verifikasi Administrasi;

e) Melibatkan semua pihak untuk berperan akitif
mengawasi penyelenggaraan pengawasan,;

f) Mempersiapkan Surat Imbauan kepada KPU
Kabupaten Magetan pada setiap sub-tahapan; dan

g) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten
Magetan khususnya kepada divisi yang mengampu/

bertanggung jawab terhadap tahapan dimaksud dalam



rangka menyiapkan kebutuhan Sumber Daya Manusia

(SDM) dan Kebutuhan Teknis pendukung lainnya.

2.1.1.2 Pencegahan & Pengawasan
a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan serangkaian
langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada
SubTahapan Verifikasi Administrasi awal Pencalonan
Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Magetan dengan
memberikan surat himbauan nomor: 001/PM.00.02/K.JI-
13/01/2023.

Selain memberikan surat Imbauan tersebut, Bawaslu
Kabupaten Magetan juga membuka Posko Aduan
Masyarakat (PAM) sebagai sarana partisipasi bagi seluruh
elemen masyarakat untuk melakukan aduan, laporan,
maupun konsultasi salama Tahapan Pemilu Tahun 2024,
baik secara online maupun datang langsung ke Kantor.

Disamping 2 (dua) hal diatas, Bawaslu Kabupaten
Magetan juga melakukan rutin melakukan koordinasi
secara langsung ke KPU Kabupaten Magetan, koordinasi
ini dilakukan dalam bentuk diskusi antara jajaran pimpinan
dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Magetan dengan
KPU Kabupaten Magetan. Koordinasi semacam ini sejauh
ini lebih efektif terhadap proses pengawasan, selain dapat
menyamakan persepsi dan penafsiran terhadap peraturan
juga dapat mencegah potensi pelanggaran yang mungkin

terjadi.

b. Pengawasan
Pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi ini
berpedoman pada lampiran | PKPU Nomor 10 Tahun 2022



yang menjelaskan mengenai program dan jadwal tahapan
mulainya pendaftaran hingga penetapan yang dilakukan
oleh pihak KPU. Aktivitas Pengawasan pada Pelaksanaan
pengawasan Bawaslu Kabupaten Magetan dalam tahapan
verifikasi administrasi dukungan calon perseorangan
dewan perwakilan daerah selama 14 hari terhitung mulai
tanggal 30 Desember 2022 s/d 12 Januari 2023

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Magetan dalam
mengawasi tahapan ini dengan melakukan pengawasan
melekat pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan
tahapan ini. Pengawasan langsung atau melekat ini
dilakukan dalam pelaksanaan verifikasi administrasi agar
sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan
perundang-undangan.

Berdasarkan akses SILON yang telah diserahkan
kepada Bawaslu Kabupaten Magetan, jumlah Bakal Calon

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Peserta Pemilu

Tahun 2024 pada masa verifikasi administrasi awal
terhadap Dukungan Minimal Pemilih di Kabupaten
Magetan sebagaimana data di bawabh ini :
JUMLAH
DUKUNGAN
NO NAMA CALON YANG
DISERAHKAN
(BA)
1 'AISYAH ALEENA MAHESWARI 255
NOVINDA
5 AA LA NYALLA MAHMUD 102
MATTALITTI
3 ABDUL QADIR AMIR HARTONO 4
4 ADILLA AZIS 1
5 AGUS RAHARDJO 10909
6 AYUB KHAN 8
7 CATUR RUDI UTANTO 10
8 EVI ZAINAL ABIDIN 3
9 KONDANG KUSUMANING AYU 4




10 KUNJUNG WAHYUDI 353
11 LIA ISTIFHAMA 33
12 MOHAMMAD TRIJANTO 19
13 NARTO SK DENTOPURO 4
14 SITI RAFIKA HARDHIANSARI 17
JUMLAH 11722

Tabel 2. 1 Jumlah Calon dan Dukungan yang ada di Kabupaten Magetan

255102 4 1 8 10 3 4 353 33 19 4 17

Grafik 2. 1 Jumlah Calon dan Dukungan yang ada di Kabupaten Magetan

Berdasarakan data diatas, yang dilakukan verifikasi
administrasi awal oleh KPU Kabupaten Magetan sampai
dengan tanggal 12 Januari 2023 sebanyak 11722
(sebelas ribu tujuh ratus dua puluh dua) yang terdiri dari
14 (empat belas) Bakal Calon Anggota DPD dengan hasil

verifikasi administrasi awal sebagaimana tabel:

JUMLAH
DUKUNGAN
NO NAMA CALON YANG MS BMS | TMS
DISERAHKAN
(BA)
'AISYAH ALEENA MAHESWARI
1 NOVINDA 255 107 121 27
AA LA NYALLA MAHMUD

2 MATTALITTI 102 18 26 58
3 ABDUL QADIR AMIR HARTONO 4 4 0 0
4 ADILLA AZIS 1 1 0 0
5 AGUS RAHARDJO 10909 10467 | 202 | 240
6 AYUB KHAN 8 8 0 0




CATUR RUDI UTANTO

10

EVI ZAINAL ABIDIN

KONDANG KUSUMANING AYU

10

KUNJUNG WAHYUDI

353

120

189

44

11 LIA ISTIFHAMA 33 3 29 1
12 MOHAMMAD TRIJANTO 19 19 0 0
13 NARTO SK DENTOPURO 4 4 0 0
14 SITI RAFIKA HARDHIANSARI 17 3 8 6
JUMLAH 11722 10765 | 581 376

Tabel 2. 2 Hasil Verifikasi Administrasi

Verifikasi Administrasi

JUMLAH DUKUNGAN YANG DISERAHKAN (BA) MS OBMS T™S
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Grafik 2. 2 Hasil Verifikasi Administrasi

Dinamika dan Permasalahan yang terajdi dalam
tahapan ini sangat bervariatif. Selain akses Silon yang
diterima Bawaslu Kabupaten Magetan hanya sebatas
viewers dalam mengakses Silon juga sering terjadi
kendala eror 403. Dalam prosesnya pengawasan yang
dilakukan Bawaslu Kabupaten Magetan melalui Silon,
hanya sebatas meneliti kesesuian jumlah dukungan bakal
calon perseorangan dalam lampiran F1 Silon. Lagi-lagi

Bawaslu tidak memiliki akses untuk melihat data dokumen



dukung dalam Silon seperti e-KTP atau KK. Hal ini
mengakibatkan pengawasan terkait dengan keabsahan
dokumen data pendukung bakal calon yang dilakukan
oleh Bawaslu menjadi tumpul. Untuk melakukan
rekapitulasi data pendukung bakal calan, Bawaslu harus
menginput satu persatu by name by address melalui
lampiran F1 dalam Silon yang membutuhkan waktu cukup
lama dikarenakan jumlah pendukung dari 14 bakal calon
yang memiliki persebaran di Kabupaten Magetan
berjumlah ribuan.

Adanya berbagai macam permasalahan yang terjadi
menjadi penghambat bagi Bawaslu dalam melakukan
pengawasan, sehingga dalam hal menentukan status MS,
BMS, dan TMS dokumen dukungan bakal calon menjadi
tidak maksimal dikarenakan Bawaslu tidak memiliki akses
untuk melihat dokumen pendukung berupa e-KTP atau
Kartu Keluarga (KK).

Keberhasilan Bawaslu Kabupaten Magetan selama
proses pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi
persyaratan dokumen dukungan minimal pemilih bakal
calon perseorangan anggota dewan perwakilan daerah
calon peserta Pemilu 2024 di dalam Silon diantaranya,
kami telah melakukan pencopyan data lampiran F1 di
Silon ke dalam excel, kami telah menganalisis data secara
mandiri sebagai data pembanding terkait dengan status
TMS meskipun tingkat kevalidannya belum bisa
dipastikan 100% karena tidak ada akses untuk melihat
dokumen dukung berupa e-KTP atau KK, kami juga telah
mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Magetan
berkaitan dengan proses pelaksanaan verifikasi
administrasi yang masih lamban karena error dan

maintenance yang pada akhirnya KPU Kabupaten



Magetan menambah personil verifikator sehingga proses

verifikasi administrasi dapat berjalan tepat waktu.

2.1.1.3 Temuan

Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang
ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada
setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil
investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Dalam
melakukan pengawasan pada tahapan verifikasi
administrasi Awal Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon
Anggota DPD, Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan
pengawasan secara langsung atau melekat dan
pengawasan tidak langsung. Pengawasan melekat ini
dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pada
saat proses tersebut berlangsung. Pada proses
pengawasan ini menemui kendala dimana kurangnya
sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu Kabupaten
Magetan sehingga tidak sepenuhnya bisa melekat pada
tim verifikasi yang dibentuk oleh KPU Kabupaten
Magetan.

Dari hasil pengasawasan selama tahapan verifikasi
administrasi awal terhadap Dukungan Minimal Pemilih
Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu Kabupaten Magetan
tidak menemukan adanya temuan yang berpotensi
menimbulkan pelanggaran administrasi, hal ini juga
seiring dengan pencegahan yang kami lakukan dengan
mengeluarkan imbauan pada setiap tahapan dan sub
tahapan serta koordinasi yang dilakukan.

Begitu juga terhadap PAM Bawaslu Kabupaten
Magetan, tidak ada laporan dan aduan yang kami terima

baik secara daring atau yang datang langsung ke kantor.



2.1.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi
a. Rekomendasi
Selama sub-tahapan tahapan verifikasi administrasi
Awal Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota
DPD, Bawaslu Kabupaten Magetan tidak menerbitkan
surat rekomendasi ke KPU Kabupaten Magetan.
b. Tindak Lanjut Rekomendasi
Selama sub-tahapan tahapan verifikasi administrasi
Awal Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota
DPD, Bawaslu Kabupaten Magetan tidak menerima

Tindak Lanjut Rekomendasi ke KPU Kabupaten Magetan.
2.1.2 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu

2.1.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan
a) Kerawanan
Potensi kerawanan tahapan Perbaikan Verifikasi

Administrasi Kesatu melalui Sistem Informasi Pencalonan

atau SILON secara garis besar hampir sama dengan

tahapan verifikasi administrasi awal karena berkas
dukungan yang dilampirkan berlaku mutatis mutandis,
beberapa potensi kerawanan yang kami maksud yaitu:

1. Ketidak sesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis
kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung
pada formulir Lampiran MODEL
F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el
atau KK, dan data pendukung yang di unggah ke dalam
Silon;

2. Ketidak sesuaian atau tidak adanya tanda tangan, cap
jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir
Lampiran MODEL
F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;



3. Tidak adanya keberadaan pendukung dalam daftar
Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih
Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial
Pemilih Pemilu terakhir;

4. Ketidaksesuaian antara alamat pendukung dengan
daerah pemilihan;

5. Belum terpenuhinya syarat umur dan pekerjaan
pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK; dan

6. Tidak dilampirkanya surat pernyataan bagi pendukung
dengan umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada
fotokopi KTP-el atau KK tidak memenuhi syarat
pendukung.

b) Rencana Pengawasan
Strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu

Kabupaten Magetan dalam mengawasi proses Perbaikan

Verifikasi Administrasi Kesatu dukungan pemilih bakal

calon anggota Dewan perwakilan Daerah adalah dengan

mengedepankan pencegahan terlebih dahulu, bentuk dari
pencegahan ini adalah bawaslu kabupaten Magetan telah
mengeluarkan surat Imbaun kepada KPU Kabupaten

Magetan untuk senantiasa melakukan proses Perbaikan

Verifikasi Administrasi Kesatu dukungan bakala calon DPD

sesuai dengan peraturan perundang — undangan yang

belaku. Setelah disampaikanya Imbauan, pengawasan
melekat juga kami lakukan pada tahapan verifikasi
administrasi dukungan bakal calon, pada tahap ini banyak
kendala yaitu jumlah pengawas yang melekat di petugas
verifikator KPU Kabupaten Magetan tidak sebanding.
Strategi yang selanjutnya, kami memberikan perbaikan

secara lisan kepada verifikator jika terdapat verifikator yang



tidak taat prosedur sebagaimana peraturan perundang —
undangan yang berlaku.

Disamping itu, koordinasi selain secara formal kami
juga secara informal melakukannya. Hal ini dalam rangka
meminimalisir kesalahan prosedur yang dilakukan oleh
verifikator. Selain itu, koordinasi yang kami lakukan juga
menjadi solusi keterbatasan data yang kami peroleh di
SILON. Contoh konkritnya adalah terhadap berkas atau
data yang didapati ada keraguan, maka verifikator akan
menanyakan kepada pengawas kami dilapangan.

Pada tahap perbaikan verifikasi administrasi kesatu
Bawaslu Kabupaten Magetan sangat terbatas dalam hal
akses proses verifikasi dukungan calon perseorangan yang
semua dilakukan melalui SILON KPU. Terbatasnya akses
ini akan menghambat Bawaslu Kabupaten Magetan dalam
mengawasi kegiatan verifikasi administrasi perbaikan
pertama yang semuanya ada dalam SILON. Bahwa sesuai
dengan “Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan
Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Daerah” pada PKPU Nomor 10
Tahun 2022, rencana pengawasan Bawaslu Kabupaten
Magetan tanggal 23 Januari 2023 s/d tanggal 1 Februari
2023 adalah Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu
Dukungan Minimal Pemilih Pencalonan Perseorangan
Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada

tingkatan KPU Kabupaten/Kota.

2.1.2.2 Pencegahan & Pengawasan
a. Pencegahan
Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan serangkaian
langkah pencegahan dari pelanggaran Tahapan dan
SubTahapan Verifikasi Administrasi Pencalon peserta

pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2024 oleh



KPU Kabupaten Magetan dengan memberikan himbauan
nomor: 007.1/PM.00.02/K.JI-13/01/2023.

Membuka Posko Aduan Masyarakat sebagai sarana
partisipasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk
melakukan aduan, laporan, maupun konsultasi salama
Tahapan Pemilu Tahun 2024 secara daring maupun

datang langsung ke Kantor.

b. Pengawasan
Berdasarkan akses SILON yang telah diserahkan
kepada Bawaslu Kabupaten Magetan, terdapat 8
(delapan) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) Peserta Pemilu Tahun 2024 vyang
mengajukan Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu
Dukungan Minimal Pemilih di Kabupaten Magetan
sebagaimana table:
JUMLAH
DUKUNGAN
NO NAMA CALON YANG
DISERAHKAN
(BA)
1 '‘AISYAH ALEENA MAHESWARI 121
NOVINDA
5 AA LA NYALLA MAHMUD 26
MATTALITTI
3 ABDUL QADIR AMIR HARTONO 4
4 CATUR RUDI UTANTO 5
5 KONDANG KUSUMANING AYU 1
6 KUNJUNG WAHYUDI 191
7 LIA ISTIFHAMA 39
8 SITI RAFIKA HARDHIANSARI 10
JUMLAH 397

Tabel 2. 3 Jumlah Calon dan Dukungan yang diajukan Perbaikan



JUMLAH DUKUNGAN YANG
DISERAHKAN (BA)

SITI RAFIKA HARDHIANSARI

LIA ISTIFHAMA

KUNJUNG WAHYUDI

KONDANG KUSUMANING AYU

CATUR RUDI UTANTO

ABDUL QADIR AMIR HARTONO

AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI
'AISYAH ALEENA MAHESWARI...

Grafik 2. 3 Jumlah Calon dan Dukungan yang diajukan Perbaikan

yang dilakukan verifikasi administrasi perbaikan pertama
oleh KPU Kabupaten Magetan sampai dengan tanggal 1
Februari 2023 sebanyak 397 dari 8 Bakal Calon Anggota
DPD, dengan hasil perbaikan verifikasi administrasi

kesatu sebagaimana data berikut:

JUMLAH
DUKUNGAN
NO NAMA CALON YANG MS | TMS
DISERAHKAN
(BA)
1 | "AISYAH ALEENA MAHESWARI 121 45 76
NOVINDA
5 AA LA NYALLA MAHMUD 26 2 24
MATTALITTI
3 | ABDUL QADIR AMIR HARTONO 4 3 1
4 CATUR RUDI UTANTO 5 5 0
5 | KONDANG KUSUMANING AYU 1 1 0
6 KUNJUNG WAHYUDI 191 4 187
7 LIA ISTIFHAMA 39 7 32
8 SITI RAFIKA HARDHIANSARI 10 2 8
JUMLAH 397 69 328

Tabel 2. 4 Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Pertama
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Grafik 2. 4 Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Pertama

2.1.2.3 Temuan

Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang
ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada
setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
Panwaslu Kecamatan. Dalam melakukan pengawasan pada
tahapan perbaikan verifikasi administrasi kesatu Dukungan
Pemilih Bakal

Kabupaten Magetan melakukan pengawasan secara melekat

Minimal Calon Anggota DPD, Bawaslu

dan sampling. Pengawasan melekat ini dalam rangka
mencegah terjadinya pelanggaran pada saat proses tersebut
berlangsung. Pengawasan ini menemui kendala dimana
kurangnya sumber daya manusia di lingkungan bawaslu
kabupaten Magetan tidak sepenuhnya bisa melekat pada tim
verifikasi yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Magetan.
Bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan selama proses
pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan
Kesatu Dukungan Minimal Pemilih pada Pencalonan
Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan

Daerah Calon Peserta Pemilu 2024 tidak menemukan
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pelanggaran baik dari temuan dan laporan. Bahwa dari
keseluruhan Form A hasil pengawasan Verifikasi Administrasi
Perbaikan Kesatu Dukungan Minimal Pemilih pada
Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Calon Peserta Pemilu 2024 tidak terdapat
pelanggaran yang terjadi dalam proses pengawasan yang
dialkukan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan pada Tahapan
Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Minimal
Pemilih pada Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Calon Peserta Pemilu
2024.
Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

Bahwa sesuai dengan data Temuan Bawaslu
Kabupaten = Magetan selama proses pelaksanaan
pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu
Dukungan Minimal Pemilih pada Pencalonan Perseorangan
Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Calon
Peserta Pemilu 2024 tidak menemukan pelanggaran baik dari
temuan dan laporan. Bahwa dari keseluruhan Form A hasil
pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu
Dukungan Minimal Pemilih pada Pencalonan Perseorangan
Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Calon
Peserta Pemilu 2024 tidak terdapat pelanggaran yang terjadi
dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten Magetan pada Tahapan Verifikasi Administrasi
Perbaikan Kesatu Dukungan Minimal Pemilih pada
Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Calon Peserta Pemilu 2024. Maka
rekomendasi maupun tindak lanjut rekomendasi tidak terdapat
pada Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

Dukungan Minimal Pemilih pada Pencalonan Perseorangan



Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Calon
Peserta Pemilu 2024 ini.

2.1.3 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua

2.1.3.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan
a. Kerawanan
Untuk kerawanan tahapan Perbaikan Verifikasi

Administrasi  Kedua  melalui  Sistem  Informasi

Pencalonan/Silon yaitu:

1. Ketidak sesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir,
jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap
pendukung pada formulir Lampiran MODEL
F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-
el atau KK, dan data pendukung yang diinput ke
dalam Silon;

2. Ketidak sesuaian atau tidak adanya tanda tangan, cap
jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir
Lampiran MODEL
F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;

3. Tidak adanya keberadaan pendukung dalam daftar
Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih
Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial
Pemilih Pemilu terakhir;

4. Ketidaksesuaian antara alamat pendukung dengan
daerah pemilihan;

5. Belum terpenuhinya syarat umur dan pekerjaan
pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK; dan

6. Tidak dilampirkanya surat pernyataan bagi
pendukung dengan umur dan/atau pekerjaan yang
tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK tidak

memenuhi syarat pendukung.



b. Rencana Pengawasan

Strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten Magetan dalam mengawasi proses Perbaikan
Verifikasi Administrasi Kedua dukungan pemilih bakal
calon anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah dengan
mengedepankan pencegahan terlebih dahulu, bentuk dari
pencegahan ini adalah bawaslu kabupaten Magetan telah
mengeluarkan surat Imbaun kepada KPU Kabupaten
Magetan untuk senantiasa melakukan proses Perbaikan
Verifikasi Administrasi Kedua dukungan pemilih bakal
calon DPD sesuai dengan peraturan perundang -
undangan yang belaku. Setelah disampaikanya Imbauan,
pengawasan melekat juga kami lakukan pada tahapan
perbaikan verifikasi administrasi kedua dukungan bakal
calon, pada tahap ini ada beberapa kendala, antara lain
yaitu jumlah pengawas yang melekat di petugas
verifikator KPU Kabupaten Magetan tidak sebanding.
Strategi yang selanjutnya, kami senantiasa memberikan
perbaikan secara lisan kepada verifikator jika terdapat
verifikator yang tidak taat prosedur sebagaimana
peraturan perundang — undangan yang berlaku.

Disamping ini, koordinasi selain secara formal kami
juga melakukan secara informal. Hal ini dalam rangka
meminimalisir kekasalahan prosedur yang dilakukan oleh
verifikator. Selain itu, koordinasi yang kami lakukan juga
menjadi solusi keterbatasan data yang kami peroleh di
SILON. Contoh konkritnya adalah terhadap berkas atau
data yang didapati ada keraguan, maka verifikator akan
menanyakan kepada pengawas kami dilapangan.

Berdasarkan hasil identifikasi kerawanan yang telah
disusun, Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan

beberapa upaya pencegahan, diantaranya:



a) Membuat jadwal pengawasan berdasarkan Program
dan Jadwal Kegiatan Tahapan Perbaikan Verifikasi
Administrasi Kedua Dukungan Minimal Pemilih
Pencalonan  Perseorangan  Anggota  Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Umum Tahun
2024,

b) Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan
Pencalonan  Perseorangan  Anggota  Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) Peserta Pemilihan Umum
Tahun 2024,

c) Memaksimalkan data SILON yang aksesnya telah
diterima oleh Bawaslu Kabupaten Magetan;

d) Pengawasan melekat terhadap tata cara dan
prosedur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten
Magetan dalam penyelenggaraan  verifikasi
administrasi  terhadap  dokumen  persyaratan
keanggotaan Partai Politik selama masa Verifikasi
Administrasi perbaikan Kedua ini;

e) Melibatkan semua pihak untuk berperan aktif
mengawasi penyelenggaraan pengawasan;

f) Mempersiapkan Surat Imbauan kepada KPU
Kabupaten Magetan pada setiap sub-tahapan
verifikasi;

g) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten
Magetan khususnya kepada divisi yang mengampu/
bertanggung jawab terhadap tahapan dimaksud
dalam rangka menyiapkan kebutuhan Sumber Daya

Manusia dan Kebutuhan Teknis pendukung lainnya.

2.1.3.2 Pencegahan & Pengawasan
a. Pencegahan
Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan serangkaian
langkah pencegahan dari pelanggaran Tahapan dan



SubTahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua
calon peserta pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Magetan dengan
memberikan  himbauan 088/PM.00.02/K.JI-
13/03/2023.

Membuka Posko Aduan Masyarakat sebagai sarana

nomor:

partisipasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk
melakukan aduan, laporan, maupun konsultasi salama
Tahapan Pemilu Tahun 2024 secara daring maupun

datang langsung ke Kantor.

b. Pengawasan
Berdasarkan akses SILON yang telah diserahkan
kepada Bawaslu Kabupaten Magetan, terdapat 5 (lima)
Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Peserta Pemilu Tahun 2024 yang mengajukan Perbaikan
Verifikasi Administrasi Kedua Dukungan Minimal Pemilih
di Kabupaten Magetan sebagaimana table:
JUMLAH
DUKUNGAN
NO NAMA CALON YANG
DISERAHKAN
(BA)
1 'AISYAH ALEENA MAHESWARI 5
NOVINDA
2 LIA ISTIFHAMA 1
3 MOHAMMAD TRIJANTO 85
4 NARTO SK DENTOPURO 3
5 SITI RAFIKA HARDHIANSARI 6
JUMLAH 100

Tabel 2. 5 Jumlah Calon dan Dukungan yang diserahkan saat perbaikan

kedua



JUMLAH DUKUNGAN YANG
DISERAHKAN (BA)

SITI RAFIKA HARDHIANSARI

NARTO SK DENTOPURO

MOHAMMAD TRIJANTO

LIA ISTIFHAMA

'AISYAH ALEENA MAHESWARI...

Grafik 2. 5 Jumlah Calon dan Dukungan yang diserahkan saat perbaikan

kedua

yang dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU
Kabupaten Magetan sampai dengan tanggal 21 Maret
2023 sebanyak 100 dari 5 (lima) Bakal Calon Anggota
DPD dengan hasil perbaikan verifikasi administrasi kedua

sebagaimana table:

JUMLAH
DUKUNGAN
NO NAMA CALON YANG MS TMS
DISERAHKAN
(BA)
1 'AISYAH ALEENA 5 > 3
MAHESWARI NOVINDA

2 LIA ISTIFHAMA 1 0 1
3 MOHAMMAD TRIJANTO 85 84 1
4 NARTO SK DENTOPURO 3 0 3
5 SITI RAFIKA HARDHIANSARI 6 6 0
JUMLAH 100 92 8

Tabel 2. 6 Hasil Verifikasi Adminsitrasi Perbaikan Kedua



Hasil Vermin Perbaikan ke-2

e s——1 01 r—3 0 3 6 6 0
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'AISYAH ALEENA LIAISTIFHAMA MOHAMMAD ~ NARTOSK ~ SITI RAFIKA
MAHESWARI TRUANTO ~ DENTOPURO HARDHIANSARI
NOVINDA

® JUMLAH DUKUNGAN YANG DISERAHKAN (BA) = MS T™MS

Grafik 2. 6 Hasil Verifikasi Adminsitrasi Perbaikan Kedua

2.1.3.3 Temuan

Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang
ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada
setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
Panwaslu Kecamatan. Dalam melakukan pengawasan pada
tahapan perbaikan verifikasi administrasi kedua Dukungan
Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu
Kabupaten Magetan melakukan pengawasan secara melekat
dan sampling. Pengawasan melekat ini dalam rangka
mencegah terjadinya pelanggaran pada saat proses tersebut
berlangsung. Pengawasan ini menemui kendala dimana
kurangnya sumber daya manusia di lingkungan bawaslu
kabupaten Magetan tidak sepenuhnya bisa melekat pada tim
verifikasi yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Magetan.

Selama tahapan perbaikan verifikasi administrasi
kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD,
Bawaslu kabupaten Magetan tidak menemukan adanya

temuan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran



administrasi, hal ini juga seiring dengan pencegahan yang
kami lakukan dengan mengeluarkan imbauan pada setiap

tahapan dan sub tahapan.

2.1.3.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi
a. Rekomendasi
Selama sub-tahapan perbaikan verifikasi administrasi
kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota
DPD, Bawaslu Kabupaten Magetan tidak menerbitkan
surat rekomendasi ke KPU Kabupaten Magetan.
b. Tindak Lanjut Rekomendasi
Selama sub-tahapan tahapan perbaikan verifikasi
administrasi kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal
Calon Anggota DPD, Bawaslu Kabupaten Magetan tidak
menerima Tindak Lanjut Rekomendasi ke KPU

Kabupaten Magetan.

2.2Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Pencalonan Anggota
DPD

2.2.1 Verifikasi Faktual Kesatu

2.2.1.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan
a. Kerawanan

Empat potensi pelanggaran yang bisa terjadi dalam
tahapan verifikasi faktual (verfak) dukungan bakal calon
perseorangan anggota DPD. Diantaranya; potensi
pelanggaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak
melakukan verifikasi faktual, kemudian pendukung
menolak memberikan dukungan, dan mengisi pernyataan
tidak mendukung, pendukung berstatus sebagai
Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan,

Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), Pendukung sebagai



prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara,

Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, Perangkat Desa.

1. potensi kerawanan pelanggaran apabila verifikator
atau PPS tidak melakukan verifikasi faktual, tidak
menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat
lain atau tidak meminta bakal calon anggota DPD
dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan
pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang
disepakati adalah pelanggaran, dan jika ditemukan
oleh Pengawas Pemilu untuk dilakukan perbaikan jika
tidak di tindaklanjuti maka konsekuensi pidana
sebagaimana ditegaskan Pasal 518 UU No. 7 Tahun
2017 Tentang Pemilu. “Setiap anggota KPU, KPU
Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak
menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam
pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat
(3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan
administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat
(3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan
administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00.(tiga
puluh enam juta rupiah)”.

2. Potensi pelanggaran selanjutnya adalah Pendukung
menolak memberikan dukungan kepada bakal calon
anggota DPD, atau pendukung membantah telah

memberikan  dukungan dan tanda tangan



dukungan/cap jempol lampiran model F1 pernyataan
dukungan DPD. Akibat hukum yang terjadi adalah
bakal calon anggota DPD atau tim diduga telah
melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen.
Sebagaimana Pasal 520 UU No. 7 tahun 2017 tentang
Pemilu yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja
membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud
untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau
setiap orang yang dengan sengaja memakai surat
atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD
kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud
pasal 254 dan Pasal 260 dipidana penjara paling lama
6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.
72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

3. Potensi pelanggaran selanjutnya pendukung yang
berstatus sebagai penyelenggara Pemilu dapat diduga
telah melakukan pelanggaran etika dalam bentuk tidak
netral atau partisan politik.

4. Potensi pelanggaran pendukung yang berstatus TNI,
Polri, ASN, dan kepala desa, perangkat desa bisa
muncul masalah hukum malanggar hukum lain yang
mengatur soal netralitas TNI, Polri, ASN dan kepala
desa selaku pejabat pemerintah desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa, dan perangkat
desa. sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa
yang membantu Kepala Desa yang terdiri atas
sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan

pelaksana teknis.

Tujuan verifikasi faktual adalah mengecek kebenaran
data atau penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran



dokumen persyaratan dukungan dengan objek di
lapangan sebagai persyaratan pemenuhan syarat
dukungan bakal anggota DPD yakni dengan menemui
langsung setiap pendukung, jadi dalam verfak untuk
memastikan nama, alamat pendukung dan kebenaran
dukungan oleh karena itu, verifikator harus mencermati
dan memastikan pendukung itu bukan dari kalangan TNI,
Polri atau ASN.

Selain itu, pendukung yang terdaftar bukan dari unsur
kepala desa, perangkat desa, penyelenggara pemilu, dan
memberikan dukungan tidak lebih dari satu pasangan
calon, jadi seorang pendukung tidak dibolehkan
memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang
bakal calon anggota DPD. Kemudian seorang pendukung
tidak dibolehkan melakukan perbuatan curang untuk
menyesatkan seseorang dengan memaksa, menjanjikan,
atau memberikan uang atau materi lainnya untuk
memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD
dalam Pemilu, karena jika ditemukan bukti adanya data
palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal
calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan
dukungan minimal Pemilih, maka bakal calon anggota
DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50
(lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang
digandakan hal ini harus dipastikan dalam proses verfak
untuk memastikan akurasi keabsahan kebenaran sesuai

dengan kententuan peraturan perundang-undangan.

. Rencana Pengawasan

Strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten Magetan dalam mengawasi proses Verifikasi
Faktual Kesatu dukungan pemilih bakal calon anggota

Dewan perwakilan Daerah adalah dengan



mengedepankan pencegahan terlebih dahulu, bentuk dari
pencegahan ini adalah bawaslu kabupaten Magetan telah
mengeluarkan surat Imbaun kepada KPU Kabupaten
Magetan untuk melakukan proses Verifikasi Faktual
Kesatu dukungan pemilih bakal calon DPD sesuai dengan
peraturan perundang — undangan yang belaku.

Setelah  disampaikanya Imbauan, pengawasan
melekat juga kami lakukan pada tahapan perbaikan
verifikasi administrasi pkedua dukungan bakal calon,
pada tahap ini banyak kendala yaitu jumlah pengawas
yang melekat di petugas verifikator KPU Kabupaten
Magetan tidak sebanding. Berdasarkan hasil identifikasi
kerawanan yang telah disusun, Bawaslu Kabupaten
Magetan melakukan beberapa upaya pencegahan,
diantaranya:

a. Membuat jadwal pengawasan berdasarkan
Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Verifikasi
Faktual Kesatu Dukungan Minimal Pemilih
Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Umum Tahun
2024;

b. Memaksimalkan data SILON yang aksesnya telah
diterima oleh Bawaslu Kabupaten Magetan;

c. Pengawasan melekat terhadap tata cara dan
prosedur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten
Magetan dalam penyelenggaraan Verifikasi
Faktual Kesatu terhadap data sampling yang
ditelah ditentukan oleh KPU Provinsi
menggunakan rumus Kreji & Morgan;

d. Melibatkan semua pihak untuk berperan aktif

mengawasi penyelenggaraan pengawasan;



e. Mempersiapkan Surat imbauan kepada KPU
Kabupaten Magetan pada setiap sub-tahapan
Verifikasi Faktual Kesatu;

f. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten
Magetan khususnya kepada divisi Teknis yang
mengampu/ bertanggung jawab terhadap tahapan
dimaksud dalam rangka menyiapkan kebutuhan
Sumber Daya Manusia dan Kebutuhan Teknis

pendukung lainnya.

2.2.1.2 Pencegahan & Pengawasan
a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan serangkaian
langkah pencegahan dari pelanggaran Tahapan dan Sub
Tahapan  Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan
Perseorangan peserta pemilu Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Magetan dengan
memberikan  imbauan  nomor:  013.2/PM.00.02/K.JI-
13/02/2023.

Membuka Posko Aduan Masyarakat sebagai sarana
partisipasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk
melakukan aduan, laporan, maupun konsultasi salama
Tahapan Pemilu Tahun 2024 secara daring maupun datang
langsung ke Kantor.

b. Pengawasan

Berdasarkan akses data sampling yang telah
ditetapkan berdasarkan rumus Kreaji & Morgan, terdapat
662 (enam ratus enam puluh dua) data sampling dukungan
Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Peserta Pemilu Tahun 2024 yang tersebar di Kabupaten

Magetan sebagaimana table:



Jumlah Total
No Nama Bakal Calon DPD
Sampel
L AISYAH ALEENA MAHESWARI 109
NOVINDA
5 AA LA NYALLA MAHMUD 19
MATTALITTI
3 | ABDUL QADIR AMIR HARTONO 7
4 | ADILLA AZIS 1
5 | AGUS RAHARDJO 370
6 | AYUB KHAN 8
7 | CATUR RUDI UTANTO 10
8 | EVI ZAINAL ABIDIN 3
9 | KONDANG KUSUMANING AYU 4
10 | KUNJUNG WAHYUDI 94
11 | LIAISTIFHAMA 10
12 | MOHAMMAD TRIJANTO 18
13 | NARTO SK DENTOPURO 4
14 | SITI RAFIKA HARDHIANSARI 5
Jumlah 662

Tabel 2. 7 Jumlah Sampling yang akan di lakukan verifikasi faktual

Jumlah Total Sampel

370
-

Grafik 2. 7 Jumlah Sampling yang akan di lakukan verifikasi faktual



yang dilakukan verifikasi faktual kesatu oleh KPU Kabupaten
Magetan sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 sebanyak
662 (enam ratus enam puluh dua) data sampling dukungan
Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan hasil verifikasi faktual

kesatu sebagaimana table:

Jumlah
No Nama Bakal Calon DPD Total TMS | MS/BMS
Sampel
1 AISYAH ALEENA MAHESWARI 109 g7 -
NOVINDA
5 AA LA NYALLA MAHMUD 19 1 o
MATTALITTI
3 | ABDUL QADIR AMIR HARTONO 7 7 0
4 | ADILLA AZIS 1 0 1
5 | AGUS RAHARDJO 370 79 291
6 | AYUB KHAN 8 6 2
7 | CATUR RUDI UTANTO 10 2 8
8 | EVI ZAINAL ABIDIN 3 1 2
9 | KONDANG KUSUMANING AYU 4 2 2
10 | KUNJUNG WAHYUDI 94 9 85
11 | LIAISTIFHAMA 10 10 0
12 | MOHAMMAD TRIJANTO 18 3 15
13 | NARTO SK DENTOPURO 4 4 0
14 | SITI RAFIKA HARDHIANSARI 5 4 1
Jumlah 662 225 437

Tabel 2. 8 Hasil Verifikasi Faktual Pertama




Hasil Verifikasi Faktual Kesatu
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Grafik 2. 8 Hasil Verifikasi Faktual Pertama

2.2.1.3 Temuan

Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang
ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada
setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
Panwaslu Kecamatan. Dalam melakukan pengawasan pada
tahapan verifikasi faktual kesatu Dukungan Minimal Pemilih
Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu Kabupaten Magetan
melakukan pengawasan secara melekat dan sampling.
Pengawasan melekat ini dalam rangka mencegah terjadinya
pelanggaran pada saat proses tersebut berlangsung.
Pengawasan ini menemui kendala dimana kurangnya sumber
daya manusia di lingkungan bawaslu kabupaten Magetan
tidak sepenuhnya bisa melekat pada tim verifikasi yang
dibentuk oleh KPU Kabupaten Magetan.

Selama tahapan verifikasi faktual kesatu Dukungan
Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu

kabupaten Magetan tidak menemukan adanya temuan yang



berpotensi menimbulkan pelanggaran administrasi, hal ini
juga seiring dengan pencegahan yang kami lakukan dengan
mengeluarkan imbauan pada setiap tahapan dan sub
tahapan.

2.2.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi
a. Rekomendasi
Selama sub-tahapan verifikasi faktual kesatu
Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD,
Bawaslu Kabupaten Magetan tidak menerbitkan surat
rekomendasi ke KPU Kabupaten Magetan.
b. Tindak Lanjut Rekomendasi
Selama sub-tahapan verifikasi faktual kesatu
Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD,
Bawaslu Kabupaten Magetan tidak menerima Tindak

Lanjut Rekomendasi ke KPU Kabupaten Magetan.
2.2.2 Verifikasi Faktual Kedua

2.2.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan
a. Kerawanan

Empat potensi pelanggaran yang bisa terjadi dalam
tahapan verifikasi faktual (verfak) dukungan bakal calon
perseorangan anggota DPD diantaranya; potensi
pelanggaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak
melakukan verifikasi faktual, kemudian pendukung
menolak memberikan dukungan, dan mengisi pernyataan
tidak mendukung, pendukung berstatus sebagai
Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), Pendukung sebagai
prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara,

Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, Perangkat Desa.



1. Potensi kerawanan pelanggaran apabila verifikator
atau PPS tidak melakukan verifikasi faktual, tidak
menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat
lain atau tidak meminta bakal calon anggota DPD dan
/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan
pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang
disepakati adalah pelanggaran, dan jika ditemukan
oleh Pengawas Pemilu untuk dilakukan perbaikan jika
tidak di tindaklanjuti maka konsekuensi pidana
sebagaimana ditegaskan Pasal 518 UU No. 7 Tahun
2017 Tentang Pemilu. “Setiap anggota KPU, KPU
Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak
menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
dan/atau Bawaslu  Kabupaten/ Kota dalam
pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat
(3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan
administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat
(3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan
administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda palingbanyak Rp36.000.000,00.(tiga
puluh enam juta rupiah”.

2. Potensi pelanggaran selanjutnya adalah Pendukung
menolak memberikan dukungan kepada bakal calon
anggota DPD, atau pendukung membantah telah
memberikan  dukungan dan tanda tangan
dukungan/cap jempol lampiran model F1 pernyataan
dukungan DPD. Akibat hukum yang terjadi adalah

bakal calon anggota DPD atau tim diduga telah



melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen.
Sebagaimana Pasal 520 UU No. 7 tahun 2017 tentang
Pemilu yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja
membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud
untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau
setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau
dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota,
untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud pasal 254 dan Pasal
260 dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan
denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua
juta rupiah).”

3. Potensi pelanggaran selanjutnya pendukung yang
berstatus sebagai penyelenggara Pemilu dapat diduga
telah melakukan pelanggaran etika dalam bentuk tidak
netral atau partisan politik.

4. Potensi pelanggaran pendukung yang berstatus TNI,
Polri, ASN, dan kepala desa, perangkat desa bisa
muncul masalah hukum malanggar hukum lain yang
mengatur soal netralitas TNI, Polri, ASN dan kepala
desa selaku pejabat pemerintah desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa, dan perangkat
desa. sebagai unsur penyelenggara pemerintah
desayang membantu Kepala Desa yang terdiri atas
sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan

pelaksana teknis.

Tujuan verifikasi faktual adalah mengecek kebenaran
data atau penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran
dokumen persyaratan dukungan dengan objek di lapangan
sebagai persyaratan pemenuhan syarat dukungan bakal

anggota DPD yakni dengan menemui langsung setiap



pendukung, jadi dalam verfak untuk memastikan nama,
alamat pendukung dan kebenaran dukungan oleh karena
itu, verifikator harus mencermati dan memastikan

pendukung itu bukan dari kalangan TNI, Polri atau ASN.

Selain itu, pendukung yang terdaftar bukan dari unsur
kepala desa, perangkat desa, penyelenggara pemilu, dan
memberikan dukungan tidak lebih dari satu pasangan
calon, jadi seorang pendukung tidak dibolehkan
memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang
bakal calon anggota DPD. Kemudian seorang pendukung
tidak dibolehkan melakukan perbuatan curang untuk
menyesatkan seseorang dengan memaksa, menjanjikan,
atau memberikan uang atau materi lainnya untuk
memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD
dalam Pemilu, karena jika ditemukan bukti adanya data
palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal
calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan
dukungan minimal Pemilih, maka bakal calon anggota
DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50
(lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang
digandakan hal ini harus dipastikan dalam proses verfak
untuk memastikan akurasi keabsahan kebenaran sesuai
dengan kententuan peraturan perundang-undangan.

b. Rencana Pengawasan

Strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten Magetan dalam mengawasi proses Verifikasi
Faktual Kedua dukungan pemilih bakal calon anggota
Dewan Perwakilan Daerah adalah dengan
mengedepankan pencegahan terlebih dahulu, bentuk dari
pencegahan ini adalah bawaslu kabupaten Magetan telah
mengeluarkan surat Imbaun kepada KPU Kabupaten

Magetan untuk melakukan proses Verifikasi Faktual Kesatu



dukungan pemilih bakal calon DPD sesuai dengan
peraturan perundang — undangan yang belaku. Setelah
disampaikanya Imbauan, pengawasan melekat juga kami
lakukan pada tahapan Verifikasi Faktual Kedua dukungan
bakal calon, pada tahap ini banyak kendala yaitu jumlah
pengawas yang melekat di petugas verifikator KPU
Kabupaten Magetan tidak sebanding. Disamping ini,
koordinasi selain secara formal kami juga secara informal.
Hal ini dalam rangka meminimalisir kekasalahan prosedur
yang dilakukan oleh verifikator.

Berdasarkan hasil identifikasi kerawanan yang telah
disusun, Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan
beberapa upaya pencegahan, diantaranya:

a. Membuat jadwal pengawasan berdasarkan

Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Verifikasi
Faktual Kedua Dukungan Minimal Pemilih
Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Umum Tahun
2024,

b. Pengawasan melekat terhadap tata cara dan
prosedur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten
Magetan dalam penyelenggaraan Verifikasi
Faktual Kesatu terhadap data sampling yang
ditelah ditentukan oleh KPU Provinsi
menggunakan Rumus Kreji & Morgan;

c. Melibatkan semua pihak untuk berperan aktif
mengawasi penyelenggaraan pengawasan;

d. Mempersiapkan Surat imbauan kepada KPU
Kabupaten Magetan pada setiap sub-tahapan
Verifikasi Faktual Kedua;

e. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten

Magetan khususnya kepada divisi Teknis yang



mengampu/ bertanggung jawab terhadap tahapan
dimaksud dalam rangka menyiapkan kebutuhan
Sumber Daya Manusia dan Kebutuhan Teknis

pendukung lainnya.

2.2.2.2 Pencegahan & Pengawasan
a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan serangkaian
langkah pencegahan dari pelanggaran Tahapan dan Sub
Tahapan Verifikasi Faktual Kedua Pencalonan
Perseorangan peserta pemilu Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Magetan dengan
memberikan imbauan nomor: 095.2/PM.00.02/K.JI-
13/03/2023.

Membuka Posko Aduan Masyarakat sebagai sarana
partisipasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk
melakukan aduan, laporan, maupun konsultasi salama
Tahapan Pemilu Tahun 2024 secara daring maupun
datang langsung ke Kantor.

b. Pengawasan

Berdasarkan akses data sampling yang telah
ditetapkan berdasarkan Kreji & Morgan, terdapat 77 (tujuh
puluh tujuh) data sampling dukungan Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Peserta
Pemilu Tahun 2024 yang tersebar di Kabupaten Magetan

sebagaimana table:

Jumlah Total
No Nama Bakal Calon DPD
Sampel
1 AISYAH ALEENA )
MAHESWARI NOVINDA

2 MOHAMMAD TRIJANTO 69
3 SITI RAFIKA HARDHIANSARI 6

JUMLAH 77




Tabel 2. 9 Data Sampling yang akan dilakukan Verifikasi Faktual Kedua
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Grafik 2. 9 Data Sampling yang akan dilakukan Verifikasi Faktual Kedua

yang dilakukan verifikasi faktual kedua oleh KPU
Kabupaten Magetan sampai dengan tanggal 8 April 2023
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) data sampling dukungan
Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan hasil verifikasi faktual

kedua sebagaimana table:

Jumlah
Nama Bakal Calon
No Total T™MS MS
DPD
Sampel
AISYAH ALEENA
1 MAHESWARI 2 1 1
NOVINDA
MOHAMMAD
2 69 0 69
TRIJANTO
SITI RAFIKA
3 6 3 3
HARDHIANSARI
JUMLAH 77 4 73

Tabel 2. 10 Hasil Verifikasi Faktual Kedua



HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA
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Grafik 2. 10 Hasil Verifikasi Faktual Kedua

2.2.2.3 Temuan

Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang
ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada
setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
Panwaslu Kecamatan. Dalam melakukan pengawasan pada
tahapan verifikasi faktual kedua Dukungan Minimal Pemilih
Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu Kabupaten Magetan
melakukan pengawasan secara melekat dan sampling.
Pengawasan melekat ini dalam rangka mencegah terjadinya
pelanggaran pada saat proses tersebut berlangsung.
Pengawasan ini menemui kendala dimana kurangnya sumber
daya manusia di lingkungan bawaslu kabupaten Magetan
tidak sepenuhnya bisa melekat pada tim verifikasi yang
dibentuk oleh KPU Kabupaten Magetan.

Selama tahapan verifikasi faktual kedua Dukungan
Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu

kabupaten Magetan tidak menemukan adanya temuan yang



berpotensi menimbulkan pelanggaran administrasi, hal ini

juga seiring dengan pencegahan yang kami lakukan dengan

mengeluarkan imbauan pada setiap tahapan dan sub

tahapan.

2.2.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

a. Rekomendasi

b.

Selama sub-tahapan verifikasi faktual kedua
Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD,
Bawaslu Kabupaten Magetan tidak menerbitkan surat
rekomendasi ke KPU Kabupaten Magetan.

Tindak Lanjut Rekomendasi

Selama sub-tahapan verifikasi faktual kedua
Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD,
Bawaslu Kabupaten Magetan tidak menerima Tindak

Lanjut Rekomendasi ke KPU Kabupaten Magetan.



BAB Il
PENUTUP
BAB Ill PENUTUP
3.1 Kesimpulan

Bawaslu Kabupaten Magetan berupaya secara konsisten
melaksanakan tugas pencegahan serta pengawasan dalam Tahapan
Verifikasi Administrasi Persyaratan Dokumen Dukungan Minimal
Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Calon Peserta Pemilu 2024, sesuai dengan aturan perundang-
undangan yang berlaku. Upaya dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang
berintegritas sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan.
Hal ini membuktikan bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan sangat
berkomitmen untuk menerapkan Demokrasi Indonesia sesuai dengan
amanat UUD 1945.

Segala dinamika dan permasalahan yang muncul, merupakan
bagian dari proses berjalannya suatu tugas yang diemban sebagai
pengawal tegaknya demokrasi pemilu. Untuk itu, ada beberapa
kesimpulan dan rekomendasi yang perlu Bawaslu Kabupaten Magetan
sampaikan dalam Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi
Persyaratan Dokumen Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon
Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Calon Peserta
Pemilu 2024.

Bawaslu Kabupaten Magetan mengapresiasi penggunaan Silon
KPU dalam proses pendaftaran dan verifikasi administrasi persyaratan
dokumen dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota
dewan perwakilan daerah calon peserta pemilu 2024. Namun akses
terbatas terhadap akun Silon Bawaslu, menjadikan tumpulnya proses
pengawasan verifikasi administrasi di tingkat Kabupaten Magetan.
Bawaslu Kabupaten Magetan tidak dapat melakukan pencermatan



terhadap keabsahan data pendukung bakal calon DPD dikarenakan
tidak dapat melihat dokumen berupa e-KTP atau KTA.

Bawaslu Kabupaten Magetan juga menyayangkan terkait
dengan terjadinya maintenance dan pembaharuan fitur Silon ditengah
berlangsungnya masa verifikasi administrasi, sehingga progres
verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magetan
menjadi terhambat.

Meskipun banyak kendala yang terjadi, bukan berarti hasil
pengawasan tidak mempunyai pengaruh dalam Verifikasi Adminsitrasi
Dukungan Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah pada
Pemilihan Umum tahun 2024. Beberapa upaya pencegahan dan hasil
pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan
mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan Verifikasi Adminsitrasi
Dukungan Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah pada
Pemilihan Umum tahun 2024.

Selain pengawasan verifikasi administrasi, baik secara langsung
maupun pencermatan Silon, Bawaslu Kabupaten Magetan juga
melakukan pengawasan terhadap layanan Helpdesk KPU terkait
Konsultasi bagi Bakal Calon DPD dan Masyarakat. Bawaslu Kabupaten
Magetan membuka Posko Aduan Masyarakat (PAM), untuk
memudahkan masyarakat yang tidak pernah mendaftar atau menjadi
pendukung bakal calon DPD, namun NIK atau namanya masuk ke
dalam Silon. Hingga laporan ini ditulis Bawaslu Kabupaten Magetan
belum menerima satu aduanpun dari masayarakat terkait dengan

pencatutan nama dalam Silon.
3.2 Rekomendasi

Saran dan Rekomendasi pada pengawasan pelaksanaan
Pengawasan dalam Verifikasi Tahapan Pencalonan Perseorangan
Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Bawaslu Provinsi

Jawa Timur adalah sebagai berikut:



1. Dengan tahapan Pemilu 2024 yang masih panjang, Bawaslu
Kabupaten Magetan juga meminta kepada baik KPU, untuk
lebih profesional dalam membuat standar operasional
prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan teknis tahapan.
Terjadinya maintenance dan pembaharuan fitur dalam Silon
ditengah berjalannya proses vermin merupakan kesalahan
fatal bagi KPU karena hal ini dapat menggangu proses
berjalannya program, jadwal dan tahapan yang sudah diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Seharusnya KPU dapat melakukan beberapa kali uji coba
terhadap kelayakan penggunaan Silon sebelum diterapkan
agar nantinya tidak mengganggu proses tahapan yang sedang
berlangsung.

2. SILON diharapkan dapat diakses secara menyeluruh, tanpa
ada batasan sesama penyelenggara Pemilu;

3. SILON diharapkan mudah diakses oleh verifikator sehingga
pelaksanaan verifikasi administrasi tidak tertunda;

4. Perlunya pemahaman regulasi menyeluruh bagi para calon
peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan tim

pendukung.
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KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGETAN

NOMOR - 088 HK.01.01K N-13/1212022

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN FPERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 EAWASLU KABUPATEN MAGETAN

Mengingat

KETUA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN
a. Bahwa umtuk mergoptimalian tugas Bawasiu Kabupaten

Magetan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan
fahapan pencalonan perseorangan peserta pem@han
umuen anggota Dewan Perwakfian Daerah pada Pemilhan
Umumn Sahun 2024, diperiukan keglatan pengawasan yang
terndagras!,

. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Kelua can

Anggota Bawasiu Kabupaten Magetan pada tanggal 20
Deserrber Tahun 2022 yang memutuskan bahwa
pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan
perseoangan pesecia pemifhan umum anggota Dewan
Perwakian Daerah paca Pemfihan Umum tahun 2024
dismpu ol Koordnator Divisli Hukum o Bawasiu
Kabupaien Magetan sebagd penanggung jawab);

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b

tersebul dipandang periu menetapkan Keputusan Bawasiu
Kabupaien Mapetan lentang Tim Fasiitasi Pengawasan
Tahapan pencalonan persscrangan peserta pemilban
umem  anggota Dewan Permakiian Dasmah pada
Pemithan Umum tahun 2024 Bawasiu Kabupalen Magetan

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiithan
Umum {Lembaran Negara Repudilk ndonesia Tahun
2017 Namor 102, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indconesia Nomor 0109) sebagamana diubah dengan
Peraturan Pemerntah Penggant! Undang-Undang Nomor 1



KESATU

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 fentang Pemfihan  Umum
(Lembyan Negara Repubik donesia Tahun 2022,
Nomor 224, Tambahan Lembaman Negara Republk

ncoresia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengaaas Permmithan Umuem Nomor 10
Tahun 2018 lentang Pengawasan Pencalonan

Perseorangan Peseraa Periiu Angpota Dewan Parwakian
Oaerah (Berfa Negama Repubik Indonesia Tahum 2010
Nomor 600 )

3. Peraturan Exdan Pengawas Pemithan Umum Nomor 1
Tahun 2021 lentang Organisas dan Tata Kerla Sekretariat
Jenderal Badan Pengawas Pemiban Umum, Seiretaral
Sadan Pengawas Pemiban Umum Provinsi, Sekretariat
Sadan Pengamsas Pemilhan Umum Kabupaten/ota, dan
Sekretariat Pantia Pengawas Pemishan Umum Kecamatan;

4 Peraturan Bacan Pengawas Pemithan Umum Nomor 3
Tahun 2022 tentang Poia Hubongan Dan Tata Kerda
Pengawas Pemmithan Umum;

3, Peratran BEowasiy Nomor 9 Tahun 2022 Tenlang
FPengawasan Penyelenggaraan Pemilhan Umum (Berta
Negara Repubik indonesih Tabun 2022 Nomor 1071).

Menunuk Ketua Anggota, Paibat Struktural Pefabat Fungsonal
Tertertu dan/ atay Jabatan Fungsional Umum seria Staf
Poiaksana @ Ongiungan Sawash: Kabupaten Mapetan sebaga
anggota Tim Fengasas Tahapan Pencalonan Perssorangan
Persecrangan Pessria Pemiihan Umum  Anggota Dewan
Perwakilan Daerah pada Pemdihan Umum Tahun 2024 Basashy
Kabupaten Magetan dengan susunan sebagamana tercantum
dalam Lampran yang tidak lerpisahkan dar kepetusan inl;

- Ketua. Anggota, Fejabat Strukiural, Pefabat Fungsional Tertenty

dan/ otau Jabatan Fungsional Umum serta St Pelaksana
sebagaimana dimaksud datam  dktum KESATU  mempunyal
tugas sesual dengan  Aedudukannya dalam bt Pergawas



1. memberkan arahan leknis pengawasan tahagan yang
diaksanakan oleh tim Pengawas Sawasiks Kabupatan
Magetan.

2. mengideniifixas!, menganalisa dan menginiegraskan
hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;

. Ketua dan Waki-Waki Kebaa bertugas,

1. Mengoordinasian  seluruh  pelaksanaan  fasiitas)
pengasasan melipul keglatan persiapan pelaksanaan
penyusunan  (aporan  pengawasan tahapan yang
diakukan okeh Im Fengawas.

2. Melportan sehruh pelaksanaan fasitas: pengawasan
yang cilaksanakan oleh im Pengawas.

Seiretarts dan Wakl-Wakll Sekoetans bertugas memantau

serta memiasitas sslurun kebutuhan yang dperiukan cleh

fim pengawas pada sefap kegtatan pengasasan,

. Anggota yang berasal darl Unit Kerja yang menangani

Pengasasan berfugas mengidentfikas! kerawanan polensi

pelanggaran dan sengketa proses. memastkan ketaatan

prosedur d¥am proses pencalonan, dan memastian KPU
menenma penca®aan bakal calon sesual dengan
peratran Perundang-undangan;

Anggota yang berasal dan Unit Kefja yang menangani

Penanganan Pelanggaran Pemia berugas

mengidertfias! potens! pelangoaran yang lerfuang caam

dokumen Formulr ModelA (Form-A) sebagal  hast
pengawasan yang dilskukan tm pengamas seria
memproses dugaan pelanggaran yang leradt:

. Anggotla yamg bherasai dart Unit Kera yang menangant

Penyelesaian Sengketa berfugas mengicentifkas: dan

menganaiss poens! sengketa proses Pemily yang

lertzang cSalam dokamen Fomnulr Model-A  (Form-A)
seboga hasi pengawasan yang cilakukan Sm pengasas.

. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum

dan Humas Derfugas mengidenifkas!  potens

permasalaban hukum can menganalisis hutum seria
menyusun publikas! hasll pengawasan;

Anggata yang berasal darl Unit Kerja yang menangani Data

dan Informas! berdugas menerma akun Sson dan



KEEMPAT

menyerahian kepaca ketun Bawasiu  Provinsl  uniuk
disampaiian kepada yang déugasian serta mendampingl
penggunaan Silon cleh anggota Sm larrya serfia kepada
ketua Bawashu KabupatenvKota

. Segala baya yang diksharian sebagal akibat cietapkannya

Keputiusan il dibebankan pacda Anggaran  Daftar  islan
Pdaksanaan Anggaran (DIPA) Bawasiu Kabupaten Magetan.

© Keputsan i berioku sejak tanggal ditetagkan, dengan ketantuan
apabda terdapal kekelfruan o kemudian han akan ciakukan




Lamparan

Nomor : 088 HK 01.01/K.JI-13/12/2022
Tanggal - 28 Desember 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU

PROVINS/KABUPATEN/KOTA
No. Nama Jabatan Datam Tim
1 Koordinator dan Pengarah
1 Hendrad Subyakio Ketua Bawasiu Kabupaten Magetan | Koordimator
2 | Muries Subtyantoro Anggota Bawasiu Kabupaten Pengarah
Magetan
3 Abdul Aziz Nurll Huda Anggota Bawasiu Kabupaten Pengarah
Magetan
K Rachmat Efenal Angoota Bawasiu Kabupaten Pengarah
Magetan
n Penanggung Jawab
Astf Purnomo Anggota BEawasiu Kabupaten FPenanggung
Magetan Jawad
n Sekretartas Pengarah
6 | Agung Sudaryario Koorainator Seloetarial Bawasiu Sekretaris
Kabupaten Magetan Pengarah
w Ketua dan Wakll Ketua
7 | Bayu Dwt irawan Bendahara Pengeluaran Pembantu Ketua
] Joko Susiio Pengeicia Keuangan Wakll Ketua
v Sekretarias dan Wakll Sekretaris
S | Bangkt Ahmad Yanl P.P Staf Bagian Hukum Sokretans
10 | Guntur Romadhan Staf Baglan PS Wakil Sesretaris
i Anggota
11 | Yuda Wahana Staf Saglan PPH Angoota
12 | Shoim Asront Staf Baglan SDMO dan Diklat Angpata
13 | Missahri Romadhona Staf Baglan PP Anggota
14 | Riamna Purwvaningtyas Siaf Baglan SDMO dgan Dikiat Anggata
15 | Nur Alzywan Staf Baglan PPH Anggota
16 | Winda Fliint Winars Staf Baglan SDMO dan Dikiat Angoata
17 | EA Umaya Staf Baglan SODMO gan Dikiat Anggota




B. Imbauan

1. Verifikasi Adminitrasi

"

BAWASLU

FADAN FEMGANAS FEM LINAN LM
KABUFATEN MAGETAN

J1 Lagen Setcws No. 31 Suownatgun NMegeten
Tebpen (UG5 §1TITO
Suel  salmagomn@hanasd 2.0

Laman  (opcragetan aasshegox)

Namor - 0OYPM.00.02% _J1-13/0172023 2 Jaruart 2023

sSra : Segora

Lampkan -

Hal . Surat Himbauan Verifikas! Administras!
Tahapan Pencatonan DPD

Yih:

Ketua KPU Kabupaten Magetan

Di

MAGETAN

Dasar Hukum :

Dasar

.Mummrtmmﬂmmmm

Negara Repetilc Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lemmbaran
Negara Repudil Indonesia Nomor 0109) sebapamana ditah dengan
Peraturan Pemenntah Penggan Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2022 tentang
Perubahan Alas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemihan Umum
(Lembaran Negara Reputik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Incoresia Nomor 8532),

Peraturan Badan Pengawas Pemihan Umum Nomor 10 Tabun 2018 tentang
Pengawasan Pencalonan Persecrangan Peserta Pemiiu Anggota Dewan
Fersaiian Daerah (Barfa Negara Repubik indonesta Tahun 2018 Nomor 680),
Persaran KPU Nomor 3 Tahun 2022 Temfang Tahapan dan Jadwal
Fenyoienggaraan Pemiban Umum Tahun 2024 (Berta Negara Republik
Inconesia Tahun 2022 Nomor 3574,

. Perstran Bawashi Nomor 35 Tahun 2022 Tenlang Pengawasan

Penysienggaraan Pamiihan Umum (Berfa Negama Repubik Indones@ Tahun
2022 Nomor 107T1);

FPeratran KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tertang Pencaloran Parsecrangan
Feserta Pemithan Umum Angoota Dewan Persaifian Daerah (Berta Negara
Repubilk Indonesia Tahun 2022 Nomor 12991

Surat Edaran Sadan Pengasas Pemithan Umum Repubik inconesi Nomor : 37
Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencaionan Perseccangan Peserta Pemiban
Umum Anggota Dewan Perwakian Daerah.

Dalam rangka memenchd lugas dan wewenang Basasiu Kabupaien Magetan serta
guna cptimalisas! percegahan pelanggaran paca tahapan Pencalonan Perssorangan
Peseria Pemiihan Umum Anggota Dewan Persakfian Daecan, Bawasiy Kabupaien
Magetan menghimbau kepaca KPU Kabupaten Magetan agar:

1. Menerma dukungan yang status penyerahan cukungannya diterima carl KPU

Provins,

2. Meigickan verfikas! administasi lermhacap cata dan dokumen dukungan minimal



3. Mempedomani pelaksanaan verifikasi administrasi dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 47 s.d 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun

2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Daerah;

4. Memberikan akses yang memadai untuk pengawasan proses verifikasi

administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Magetan sebagai wujud transparansi
penyelenggaraan pemilu 2024.

Demikian untuk makium atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

HENDRAD SUBYAKTO, S.AP,. M.AP.

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip



2. Posko Aduan Masyarakat

IlDI!'(I!IIAI PEMILINANINUN
KABUFPATEN MAGETAN

J st Scbows Mo 31 Mhegeten Tep (U357 316070
Sy | el rege @l i
Lawr Wpdeginisnsd, oo

Nomor 011 /PM.00.025C.J1-13/01/2023 Magetan, 26 Januan 2023
Stat : Penting

Lampiran : 1 {satu) Lembar

Perihad © Himbauan

Yin Ketua Komis! Pemilihan Umum
Kabupaten Magetan
o -
Tempat

Berkaltan dengan Raporan yang dierma olkeh Badan Pengawas Pemfihan Umum
{(Bawasiu) Kabupaien Magetan dan Panitih Pengawas Pemithan Umum Kecamatan
{Panwascam) se Kabupaten Magetan melaiis Posko Aduan Masyarakat (PAM), tercal
pencatutan nama dan data pribadl sebagal anggota Partal Politik peserta Pemilu tahun
2024 dan dukungan kepada baka calon anggota Dewan Perwakiian Dasrah (DPD)
sejumiah ferfampl.

Setubungan dengan hal fersebut dialas, maka Bawaslu Kabupaten Magetan
memberikan himbauan kepada KPU sabupaten Magetan untuk segera menindakiarjuti

sesual dengan peraturan yang berlaku.

Demikian disampalkan, dan atas perhatiannya disampaican lerima kasin,




3. Verifikasi Administrasi Perbaikan Pertama

S BAWASLU

KABUPATENMAGETAN

4 Letjend Sutoyo, No. 31, Magetan

Telepan
Sured
Laman

Lampiran

Perinal

1 (0331) 0187170

| baaaski go i

: 007.1 /PM.O00.02/K. JI-1303/2023 23 Januar 2023
. Penting

- SumtHmbauan

Yih Ketua Komisi Pemiihan Umum (KPU)
Kabupaten Magetan

DI_

Tempat

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemlihan Umum (Lembaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Namor 6108);

Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor | Tahun 2022
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemiiihan Umum (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2022,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik inconesia Nomor 6832 )

Peraturan Badan Pengawas Pemdihan Umumn Nomor 16 Tahun 2010
Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemily Anggota
Dewan Perwakilan Dacrah (Eenta Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 6a0);

Peraturan Komis! PemBian Umum Nomor 3 Tahun 2022 Temtang Tahapan
can Jacdwal Penyetenggaraan Pemdlihan Umum Tahun 2024 (Berfta Acara
Repubilk Indanesia Tahun 2022 Nomor 5T4),



9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomar 3 Tahun 2022 Tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemiihan Umum (Bertta Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan

6. Peratwran Komisl Pemilian Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang
Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Angpota Dewan Perwakilan
Daerah (Berita Acara Repubik indonesia Tahun 2022 Nomor 1219)

Sahwa dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Magetan sebagaimana glamanatkan oleh Badan
Pengawas Pemiiinan Umum Republik Indonesia dalam Surat Edaran Nomor 37
Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Persearangan Peserta Pemiiu
Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Selargutnya berkenan dengan hal lersebut
o atas seria guna optimalisas pencegahan pelanggaran pada tabhapan
pencalonan perseorangan peseria pemilu anggota Dewan Perwaldian Daerah,
Badan Pengawas Femilhan Umum Kabupaten Magetan menghimbau kepada
Ketua Komesi Pemdihan Umum Kabupaden Magetan untuk memperhatikan
kelentuan yang berlaku dafam peraturan pesundang-undangan pada proses
pelaksanaan vertficas! administras! kesatu bakal calon pada pemithan Dewan
Perwakian Daerah (DPD)} di Wilayah Kabupaten Magetan.

Demikian unhise makium atas perhalian dan kerasamanya cucapkan
{erima kasn.

TS

Tembusan:

1.

Bawasu Provins! Jawa Timur {Sebagal Laporan)

2 Asp



4. Verifikasi Faktual Pertama

gBAwASLY

HKABUFATEN MAQETAN

o Loen Selons 0. 30 Ungetdsd B 2330 9T
S = caprn Pl 1 0
L S Wi Sescndy n W

Nomor

{0132 PM00.026C 113022023 Magetan, 6 Fetruan 2023

St : Pening

Lampiran -

Perihial  : Hmbauan

Yin Ketua Komis! Pemilinan Umum
Kabupaten Magetan

Tempat

Dengan homat,
A Dasar:

1

Undang - Undang Repubik Indonesia Nomaor 7 Tahun 2017 ientang  Pemiihan
Peraturan Badan Pergawas Pemiitan Umum Nomor 16 Tahun 2012 lentang
Pengawasan Pencalonan Persecrangan Pesarta Pemiinan Umum Anggota Dewan
Perwakiian Doerah,

Peafturan Badan Pergawas Pemiitan Umum Nomor 20 Tahun 2013 fentang
Pencegahan Pelanggaman dan Sengketa Proses Pemhan Umum;

Peraturan Bacan Pengawas Permiinan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Permihan Umum,

Peauran Sacan Pengawas Pemiihan Umum Nomor 0 Tahun 2022 fentang
Penyelesalan Penggaran Administas Peminan Umurm:

Peraran Sacan Pengawas Pemiihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 lentang
Peranganan Temuyan can Laporan Pelanggaran Pemiinan Urmum,

Peraturan Komesl Pemfifan Umum Nomor 2 Tanun 2022 lentang Tatagan dan
Jadwnl Penysienggaraan Pemithan Umum Tatun 2024,

Peraturan Komisi Pemiian Umum Nomor 13 Tahun 2022 lentang Perwbahan atas
Peraturan Komis! PamiShan Umum Nomer 10 Tahun 2022 lentang Pencalonan
Perseorangan Peserta Femiihan Umum Angpota Dewan Perwadiian Doerah,
Keputusan Komis! Pemiihan Umum Nomoer 478 Tahun 2022 tertang Penetapan
Jumizh Dukungan Mirkmal Pemih dan Sebaran sebagal Pemenuban Persyaratan
Dusungan Minimal Pemiih untux Bakal Calon Perseorangan Pesera Pemiinan
Umum Anggota Dewan Perwaidlan Daerah Tatun 2024,

10. Surat Ecaran Badan Pengawas PemiBihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 telang

Pengawasan Pencaionan Persecrangan Peserta Pamiinan Umum Anggota Dewan
Perwaksan Doerah,

11. Suat Ecaan Badan Fengaeas Pemiihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Peongawasan Ventias! Adminstas can Verifias Fakiual serta Penetapan paca



Tahapan Perseorangan Peserta Pemitan Umum Anggola Dewan Persaksan
Daerah pada Pemithan Umum Tabun 2004

E. Dalam sangia pencegaban dan pengawasan ahapan verficasl taktual kesatu calon
perseorangan peserta pemiihan wmum anggota Dewan Persakctan Ooerah, Bawasiu
Kabupaten Magetan mengimbau KPU Kabupaden Magetan mempertafhan hal-hal
sebagal bertad :

1.

2

i

ANE mengnformasian kepada petugas penghutung bakal calon anggata DPD
angkat Katupaten Magetan berkatan dengan tahapan verfikas! fakdual kesatuc
AME bertoordinas! dengan KPU Provingl Jawa Timur berkaian cengan tahapan
verfikas Inkdual kesals dan data paca Sestemn infomas Pencalonan (SILON),
Meltusan verfikas faktual kesatu dbantu cleh PPS uniuk membukikan kebenaran
Idenitas pendukung dan kebenaran dutungan sesudl jacwal pads 0 s 20 Febnan
2023,

Menusun lembar kerfa verfikas! kol FPS dengan menggunakan formulr
MODEL LKVERFAX PENDUKUNG.DPD-FPS berdasxian formulr MOODEL
BA SANPEL DPO-KPU PROV dan menyamgalan ke PPS metalul FPK
Verfikas! fakiudl kesatu urtuk mencoookan nama dan aamat pendukung dengan
KTP-2l otau KX mik pendukung dan sebenaran dukungan yang dibertkan adlakukan
dengan .

2 Menemul pendukung di lempat tnogainya ataw lempat an;

b Meminia hokal caion angoola DFD canvatw petugas penghutung unhk
mengumpuikan pendiiung & Kantor FPS atau tempat ain yang disepakatl
Mebiuan redapiulasl hasdl verfias faktual hesatu dengan cata menjumiahikan
status duangan yang dimyatakan memenutl syamat dan Sdak memenunl syarat darl

Set2p desafeurahan can kecamatany
Menangian rekoiuas! hasl verfiasl faxiual eesatu ke dalam berta acara hasd
verfikad 3ol esals persyaraian cukungan hakal calon anggota DPD

C. Demkian sural smoauan ni dsampakan untuk dapat claksanakan sebagamana
mestihya

Tembusan -
1. Eawasiu Provins! Jawa Timur (Sebagas Laporan)
2 Asp



5. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua

"a BAWASLU

UPATENMAGETAN

A Letiend Sutoyo, No, 31, Magetan

Telepan
Surel

©(0331) 8197170
* 5ot magetangdbawaski ga id

053 /PM.00.02 13032023 11 Maret 2023

Yih Ketua Komist Pemiihan Umum (KPU)
Kabupaten Magetan

DL

Tempat

Dasar :

Undang-Ungang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemiihan Umum (Lembaran
Negara Repudik indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Repudilik indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemiiihan Umum (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2022,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 6832),

Peraturan Sadan Pengawas Pemdihan Umum Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota
Dewan Perwaklian Daerah (Berta Negara Republik Indonesia Tanun 2018
Nomor 6606)

Peraturan Komis! Pemiiban Umum Nomor 3 Tahun 2022 Terdang Tahapan
dan Jacdwal Penysfanggaraan Pemilihan Umumn Tahun 2024 (Berfia Acara
Repubitk Indonesia Tahun 2022 Nomor 574),



3. Peratwran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemithan Umum (Berila Negara Republix
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071},

0. Peratran ¥omisl Pemiihan Umum Nomoe 10 Tahun 2022 Tentang
Pencalonan Perscorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Daerah (Benta Acara Repunitk Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) dan

7. Sural Edaran Badan Pengawas Pemiihan Umum Nomor 37 Tahun 2022
Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota
Dewan Perwakian Daerah,

Berkenan dengan hal lersebut di atas, dalam rangka menjalankan lugas
dan wewenang Badan Pengawas Pemiihan Umum Kabupaten Magetan seria
guna optimaisast pencegahan pelanggaran pada tahapan pencalcnan
perseorangan peseria pemilu Anggota Dewan Perwakian Daerah, Sadan
Pengawas Pemiifian Umum Kabupaten Magetan menghimbau kepada Ketua
Komisi Pemdihan Umum Kabupaten Magetan untuk memperhatian ketentuan
yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan pada proses pelaksanaan
verifikas! agminisiras! kedua bakal calon pada pemilihan Dewan Perwakiian
Daerah (DPFD) @l WEayah Kabupaten Magetan.

Demikian unluk makium atas perhatian dan kevjasamanya dcucapkan
ferima kash.

AP MAP.

Tembusan:
1. Bawask Frovins! Jawa Timur (Sebagal Laporan)
2. Arsp



6. Verifikasi Faktual Kedua

SEDASFERTAAAY MIN MR RUNGN

" BAWASLU

KADUPATEN NAGETAN
A setee Samyo o 71 Vogen g (IR
mifsamasu

Sq0 siraw

00X

Lamn hop lemepeen s 3 e o

Nomor - 059.2 PM.00.02% 213032023 Mapetan, 26 Maret 2023
S - Fentng
Lampiran - -

Perhal - Hmbauan

¥ Ketua Komisi Pemiihan Umam
Kabupaten Magetan

Tempat

Dengan hormat,
A. Dasar -

1
2

Undang - Uncang Republih Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 lentang Pemilhan
Peraturan Sadan Pengasas Pemilhan Umum Nomar 16 Tahun 2018 tentang
Pengawazan Pencaionan Persecrangan Pesert Pemiihan Umum Angpota Dewan
Ferwauan Daerah;

Perastiran Sadan Pengasas Pemihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengkets Proses Pemihan Umum:

Peraturan Badan Pengawas Femihan Umum Nomar 3 Tahun 2022 tentang
Fergawasan Penyelenggaraan Pemithan Umum:

Pematran Badan Pengawas Femiiban Umum Nomor & Tabun 2027 tentang
Penyelesalan Pelanggaran Acmnisirasl Pemdtan Umum;,

Peraturan Badan Pengaowas Femiidan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Peranganan Temuyan can Laporan Petanggaran Pemithan Umum.,

Peraturan Komisl Pemithan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan
Jaowal Penysienggaraan Pemiiban Umum Tahun 2024,

Feraturan Komis! Pemiitan Umum Nomor 13 Tatun 2022 tentang Pervbahan atas
Peratiran Komisi Pemithan Umum Nomer 0 Tahun 2022 ferfang Pencalonan
Perseorangan Peserta Pemihan Umum Anggota Dewan Perwakian Dasmah
Kepotusan Komis! Pemilhan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan
Jumiah Dukungan Mnimal Pem@ih can Sebaran setagal Pemenuhan Persyaratan
Dutungan Minmal PemSh untuk Sakal Calon Perseorangan Peserta Pemiihan
Umum Anggota Dewan Perwaldlan Daerah Tahun 2024,

10. Surat Ecaran Eadan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 37 Tahun 2022 letang

Fengawasan Pencalonan Ferseorangan Peser@a Pem@inan Umum Anggota Dewan
Perwatian Daerah;

11, Sural Ecaran Badan Fengasas Pemithan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Fergawasan Verfkas! Administas! dan Verfikasl Faitual serta Peretapan poda



Tahapan Perseorangan Peserta Femdiban Umuam Angpota Dewan Perwakiian
Daemh paca Pemiban Unmum Tabun 2024,

B. Dalam rangia pencegahan dan pengawasan Shapan verfias! fakiua kedua calon
perssorangan peserta pemithan umum angpota Dewan Perwaksan Daerah, Sawasis
Kabtupalen Magetan mengmbau KPU Kabupaten Magetan memperhatian hal-hal
sebagai berkut -

1.

z

i

Akl menginformasian kepada petugas penghubung bakal calon anggota DPD
ingkat Kabupaten Magetan berkaftan dengan ahapan verttkas! faktual kedua:
Ak deroordnasi dengan KPU Provingd Jawa Timur berkatan dengan tzhapan
verfias fakiual kedua can dala pada Sistem omas! Pencalonan (SILONY
Melakukan venfikas! fakaal kecua cibanty oleh PPS untuk membuxikan kebenaran
Idenfitas pendukung can kebenaran dukungan sesual pdwal pada 20 Maret 2023
od & Aprd 2023,

Menyusun lembar kera verfkas! faktual FPS cengan menggurakan formulr
MOOEL LK VERFAK PENDUKUNG DPD-PPS bDercasarkan formulr MODEL
SA SAMPEL DPO-XPU FROV dan menyampaikan ke PPS melalul PPK;
Verfikas faktuy tedua umuk mencocokan nama dan alamat pendukung cengan
KTP-el atau KX milx pendukung dan kebenaran dukungan yang dberikan diakukan
cengan

2 Nenemat pendukung di tempat tinggainya atau tempat lan,

b Meminta bakal caobn anggo@a DFD danvataw pelugas penghutung uniuk
mengumpulan pencukung @ Kantor PPS atau lempat lan yang dsepakatl
Melkukan rekapituasl hast verfkasl tactual sedua dengan cama menjumiahkan
status dukungan yang dnyalakan memenchl syarat dan tidak memenudd syarat dan

setap cesavolurahan dan kecamatan;
Menuangean rekapituias! hastl venfhkas! taktual kedua ke dalam berfia acara hasi
verfiias taktud dedua persyaratan cukungan bakal calon anggota DPD.

C. Demidan sural imbauan I clsampafan unik dagat diaksanakan setagamana
mestinya

Tembusan .
1. Bawasiu Provins! Jawa Tmur (Setagal Laporan)
2. Arsp



C. Dokumentasi

1. Postingan Terkait Membuka Posko Aduan

Masyarakat

wss  bawaslumagetan

[PEAWASLY
FRRPRWAGEAR

POSKO ADUAN MASYARAKAT

ATAS TERCATUTNYA SEBAGAI PENDUKUNG CALON DPD

CEK APAKAH #SAHABATBAWASLU
TERDAFTAR SEBAGAI PENDUKUNG BAKAL
CALON ANGGOTA DPD

Segera cek melalui link :

https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung(),

Laporkan ke Posko Aduan Masyarakat Bawaslu
Kabupaten Magetan jika Sahabat Bawaslu tidak
mendukung pencalonan, tetapi pada tautan diatas
tercantum sebagai pendukung bakal calon Anggota
Dewan Perwakilan Daerah (DPD),

9 Kantor Bawaslu Kabupaten Magetan
JI. Letjen Sutayo No. 31 RW 002, Sukowinangun Magetan

(5} set.magatan@bawasiu.go.id
@ 0858 5588 9005 (Bangkit)

[ TR PV~ F— SOV ———
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2. Postingan Sosial Media Terkait Hasil Pengawasan

Verifikasi Administrasi



wi  bawaslumagetan

7 BAWASLU

" PP KABUPATEN MAGETAN

HASIL PENGAWASAN ~

VERIFIKASI ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA DPD PEMILU SERENTAK 2024
DI KABUPATEN MAGETAN

30 Desember 2022 - 12 Januari 2023

Dlﬁ 20 Calon DPD dari Jawa Timur, wd-p-l u calon yanq mempmyln data keanggotaan
jetan. Jumlah

dllﬂ\ll.! v«lﬁh‘l administrasi.
KET:
“MS = Memenuhi Syarat
~BMS » Bolum Memenuhl Syarat
- TMS = Tidak Memenuhi Syarat
403
.mmhn nuhuw-n
Hasil P Bawaslu bahwa Jumlah ~
599, dan berstatus TMS sebanyak 403. (
0 &) o] o (5] o

3. Postingan tentang Potensi Kerawanan pada Verifikasi

Faktual

ww  bawaslumagetan

Q’ BAWASLU

KABUPATEN MAGETAN

POTENSI KERAWANAN
VERIFIKASI FAKTUAL
DUKUNGAN CALON
ANGGOTA DPD

I
<

<

KPU dan PPS

dalam
melakukan
verfak

Deerasinatmageian [ @oawssiumagoan () @oawastumogetan (Y vawasiumagetan () wawmagetan bawasiu.go d

Qv W

4. Postingan tentang Strategi Pengawasan Verifikasi

Faktual



wis  bawaslumagetan

(g BAWASLY

KABUPATEN MAGETAN

STRATEGI

PENGAWASAN
VERIFIKAS| FAKTUAL DUKUNGAN

CALON ANGGOTA DPD mY
w Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan
Q\ Mohhhn pcn:egahan dan m mn';v;san

Pengawasan verifikasi faktual secara langsung
‘memastikan tata cara dan prosedur sesuai ketentuan

Berkoordinasi dengan KPU dalam pemetaan potensi
pelanggaran dan sengketa pemilu

w Melakukan imbauan dan rekomendasi kepada KPU

@ iapkan alat kerja 2

07 Mﬂnwﬁmwhmmuvmm 77777
nama dukungan anggota DPD

w Pengawasan melalui Aplikasi SILON

Deavasisatmageisn [ @bawasmagetan () Goawastmagetan ((Yvawasiumagetan [ wawmagetan bawasiugoid

© Qv W



5. Verifikasi Administrasi Tanggal 10 Januari 2023

=




7. Verifikasi Administrasi Tanggal 12 Januari 2023

8. Verifikasi Administrasi Perbaikan Pertama Tanggal 26
Januari 2023




9. Verifikasi Administrasi Perbaikan Pertama Tanggal 27
Januari 2023




10. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Tanggal 17 Maret
2023




12. Verifikasi Faktual Pertama Tanggal 16 Februari 2023

13. Verifikasi Faktual Pertama Tanggal 17 Februari 2023







Lat -7.6332825 / Long 111.3070
Sabtu 18 Februan 2023 20:10:17




Panekan, Jawa Timur, Indonesia

16. Verifikasi Faktual Kedua Tanggal 28 Maret 2023
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